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MOTTO 
                            
        
   
 
 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 
 (QS. Al Maidah ayat 2) 
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PEDOMAN TRANSLITERSI 
 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 
0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح h}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...’.... Koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Ki 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah ...’.... Apostrop 
ي ya y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah a a 
 Kasrah i i 
 Dammah u u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 بتك Kataba 
2 ركذ Zukira 
3 بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ي ........أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ..........أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي .......أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas  
و .........أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tuisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala  
 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا 
. namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata 
yang mengikuti dan dihubugkan dengan kata sambung. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala  
2. نوذخأت ta’khuduna 
3. ؤنلا An-Nau’u 
 
 
 
8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لوسر لاإ دمحم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. نيملاعلا بر الله دمحلا Al-hamdu lillahi rabbil’a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
diilangkan maka peulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan 
dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
 Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  
1. نيقزارلاريخ وهل الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n  
2. نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kila wa al-mi>za>na/ Fa auful-
kaila wal mi>za>na 
 
KATA PENGANTAR 
 
دلاروما ىلع ينعتسن هبو ينملعلا بر لله دملحانا دهشاو للها لاا هلا لا نا دهشا .نيدلاو اين  ادممح
ينلسرلماو ءايبنلاا فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو .للها لوسر  .ينعجما هبحصو هلا ىلعو دممح انديس
.دعب اما 
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ABSTRAK 
 
FAJAR SHODIQ, NIM: 142121006 “PEMBATALAN HIBAH TERHADAP ANAK 
ANGKAT (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 
1976/Pdt.G/2014/PA-Klt)”  
 
Latar belakang penulis dalam skripsi dengan judul Pembatalan Hibah Terhadap Anak 
Angkat (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 1976/Pdt.G/2014/PA-Klt) 
ialah Berdasarkan hukum Islam, pembatalan hibah tidak menjadi masalah jika penarikan 
hibah tersebut dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Hal ini juga telah diatur dalam 
Pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun 
akan menjadi lain apabila yang menarik atau yang membatalkan hibahnya adalah orang lain 
bukan orang tua yang memberikan hibah dan juga hibah yang diberikan melebihi dari 1/3 dari 
ketentuan yang dijelaskan dalam KHI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar 
pertimbangan hakim dan juga pembatalan hibah ditinjau dari fikih dan KHI. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library Research) yaitu penelitian  
dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan menelaah salinan putusan Pengadilan 
Agama Klaten Nomor : 1976/Pdt.G/2014/PA- Klt. Data sekunder bahan hukum primer yaitu 
salinan putusan Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt. Bahan hukum sekunder yaitu data yang 
diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan. Data tersebut antara lain buku-buku, Undang-
Undang, Kompilasi Hukum Islam, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, internet, 
artikel, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan skripsi pembatalan hibah anak angkat. 
Hasil penelitian ini bahwa putusan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan 
Agama Klaten menetapkan anak angkat mendapat 1/3 bagian dan disesuaikan dengan 
Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1) sebagai wasiat wajibah dan pembatalan hibah 
yang dilakukan sah karena Pengadilan Agama pertimbangannya berlandaskan hukum materiil 
yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1). Dimana Kompilasi Hukum Islam menjadi 
rujukan hukum materiil dan sudah disesuaikan dengan fikih Islam. Aturan-aturan didalamnya 
yang disusun lewat konsensus ulama-ulama Indonesia. Dimana pemberian batas maksimal 
wasiat wajibah adalah 1/3 bagian. 
 
 Kata Kunci : Hibah, Anak angkat,  Kompilasi Hukum Islam. 
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ABSTRACT 
 
FAJAR SHODIQ, NIM: 142121006 "REVOCATION OF GRANTS FOR ADOPTED 
CHILD (Analysis Study of Religious Courts of Klaten Number: 1976 / Pdt.G / 
2014 / PA-Klt)" 
 
Background of this thesis entitled Revocation of Grants for Adopted Child (Analysis 
Study of Religious Courts of Klaten Number: 1976 / Pdt.G / 2014 / PA-Klt) is based on 
Islamic law. The cancellation of grant is not a problem if the withdrawal of grant is done by 
parent to his son. It has also been regulated in Article 212 of Presidential Instruction Number. 
1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law. It would be different if the one who pulled or 
canceled the grant was someone other than the parent who gave the grant and also the grant 
given ecceeds 1/3 of the terms describe in KHI. This study do to know about determine the 
basic considerations of judges and also the cancellation of grants in terms of fiqih and KHI. 
 
The type of this research is library research. The technique of collecting the data do 
by the researcher by collecting the research materials by reviewing copy of decision of 
Religious Court Klaten Number: 1976 / Pdt.G / 2014 / PA- Klt. Secondary data of primary 
legal material is copy of decision Number.1976 / Pdt.G / 2014 / PA.Klt. Secondary law 
material obtained or originated from literature materials. These data include books, 
constitutions, Compilations of Islamic Law, the results of parliamentary scientific work, 
research results, internet, articles, and documents which has related to thesis revocation of 
adopted child grants. 
 
The result of this study is the decision in the consideration of the Panel of Judges of 
Religious Court of Klaten to appoint that the adopted child get 1/3 part.  It is adjusted to the 
Compilation of Islamic Law provision 210 verse (1) as a mandatory will and the cancellation 
of the grant. It is done legally because the Religious Court consideration based on material in 
Compilation of Islam Law, provision 210 verse (1). Compilation of Islamic Law becomes the 
reference of material law and has been adapted to Islamic jurisprudence. The rules in it are 
drawn up by the consensus of the Indonesian clerics. Where by the maximum limit of 
mandatory wills is 1/3 part. 
 
Keywords: Grants, Adopted Child, Compilations of Islamic Law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Manusia diciptakan sebagai makhluk Tuhan ditakdirkan untuk saling 
berhubungan di antara sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk 
hubungan tersebut dapat dimanifestikan dalam saling tolong menolong dalam 
bentuk perbuatan, membantu dalam kesedihan kesusahan maupun juga dapat 
berbentuk yang lebih individu, misalnya dengan melakukan perkawinan. Ada 
juga yang menggolongkan tolong menolong lewat harta benda. Islam adalah 
agama yang diridhoi oleh Allah SWT dan sebagai rahmat bagi seluruh alam 
semesta melalui Nabi Muhammad SAW. Semasa hidup, beliau selalu berbuat 
baik dengan amalan sholeh seperti zakat, hibah, pemberian hadiah dan lain 
sebagainya. 
Pernikahan juga berguna untuk memelihara anak cucu (keturunan) 
sebab kalau tidak dengan pernikahan maka tidak ada ketentuan mengurus anak 
yang lahir dan siapa yang bertanggung jawab atas anak tersebut.
1
 Dari 
pernikahan tersebut akan timbul konsep hukum yang terjalin antara orang tua 
dengan anaknya, seperti waris, hibah dan wasiat. Namun tidak semua 
pasangan suami istri mempersiapkan diri dengan maksud hati ingin langsung 
                                                          
1
 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, cet 72 (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2016), hlm. 
374-376. 
2 
 
 
 
mempunyai keturunan dikarenakan kondisi keluarga itu sendiri, kurangnya 
perhatian terhadap anak dan juga permasalahan lain yang menyelimuti kedua 
pasangan. Begitu juga tidak semua manusia/pasangan suami istri dikaruniai 
seorang anak atau keturunan. Apabila mereka tidak mempunyai anak, mereka 
dapat berinisiatif untuk melakukan pengangkatan anak yang bertujuan sebagai 
penerus mereka.
2
 
Orang tua yang mengangkat anak angkat selain bertujuan untuk 
meneruskan kehidupannya juga sebagai bentuk tolong menolong yaitu dengan 
mengasuh, memelihara dan merawat semua kebutuhan anak angkat layaknya 
anak kandung sendiri. Akan tetapi kedudukan anak angkat dalam Islam 
dengan anak kandung berbeda yaitu dalam hal penerimaan warisan. Jika anak 
kandung berhak memperoleh harta warisan dari orang tua kandungnya karena 
hubungan nasab maka anak angkat tidak berhak memperoleh harta warisan 
dari orang tua angkatnya. Agama islam juga telah menjelaskan mengenai 
sebab-sebab mewarisi, diantaranya sebagai berikut : (1) kekeluargaan (2) 
perkawinan (3) dengan jalan memerdekakan dari perbudakan (4) hubungan 
Islam.
3
  
Dalam hukum Islam karena salah satu dari akibat pengangkatan anak 
adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkat, 
begitu juga sebaliknya.
4
 Anak angkat itu ada dua jenis, yaitu: 
                                                          
2
 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), hlm. 28. 
3
 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam …, hlm. 348-349. 
4
 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,( 
Jakarta: Kencana, 2008), hlm.59. 
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a. Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu 
untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan 
ini hanyalah sebagai bantuan biasa, dan sangat dianjurkan agama 
Islam. Hubungan waris antar keduanya tidak ada. 
b. Mengangkat anak yang dalam Islam disebut tabanni  atau dalam 
hukum positif disebut adopsi. Orang tua yang mengangkat anak ini 
menganggap sebagai keluarga dalam segala hal.
5
 
Menurut hukum Islam, adopsi tidak membawa pengaruh hukum, 
hanya anak angkat mendapatkan wasiat wajibah apabila tidak diberi wasiat 
oleh orang tua angkatnya sesuai dalam pasal 209 ayat (2) KHI, sehingga 
status anak angkat bukan sebagai anak sendiri. Karena itu ia tidak dapat 
mewarisi dari kedua orang tua angkatnya dan tidak diwarisi oleh orang tua 
angkatnya agar tidak terlantar kelak diberi wasiat.
6
 Dan apabila pewaris 
tidak berwasiat maka anak angkat berhak mendapat 1/3 dari wasiat 
wajibah.
7
  
Dalam fatwa MUI melalui surat Nomor U-335/ MUI/VI/82 
menegaskan bahwa pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan 
mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab 
keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris atau hak 
mewali dan lain-lain. Oleh karena itu orang tua angkat jika akan 
memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada 
                                                          
5
 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 
hlm. 192-193. 
6
 Ibid., hlm. 192. 
7
 Lihat ketentuan  Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. 
4 
 
 
 
masa masih hidup sebagai hibah biasa.
8
 Pemberian hibah dilakukan karena 
orang tua angkat menyadari bahwa anak angkatnya tidak mendapat bagian 
waris darinya. Tidak jarang pemberian hibah dilakukan dengan 
memberikan harta kepada anak angkat guna menjaga harta orang tua 
angkat kepada anak angkatnya yang dianggap sebagai anaknya sendiri. 
 Maka dari itu orang tua angkat memberikan hartanya kepada anak 
angkat dengan konsep hibah yaitu dengan memberikan semua harta yang 
dimiliki atau sebagian, bertujuan untuk menjaga harta kekayaanya dan 
anak angkat yang tidak berhak atas harta waris. Atau sebagai bentuk 
kekhawatiran terhadap anak angkat yang tidak mendapatkan harta 
kekayaan orang tua angkat lewat waris. 
Hibah di dalam hukum Islam mendapatkan perhatian khusus dan 
mempunyai persyaratan tertentu. Hal ini bertujuan agar hibah selalu tetap 
dalam fungsinya, yaitu untuk mempererat tali silaturahmi di antara umat 
Islam. Demikian juga dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, 
hibah diatur didalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 
Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam mengatur hibah di dalam Pasal 210 sampai 
dengan Pasal 214.
9
 Hibah akan membawa akibat hukum harta atau barang 
yang dihibahkan tersebut tidak lagi menjadi hak milik pemberi hibah. 
Hukum Islam mengatur bahwa barang yang telah dihibahkan atau telah 
diberikan kepada orang lain tidak dapat diminta kembali. Dengan kata lain, 
                                                          
8
 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2009), hlm. 
184.  
9
 Kompilasi Hukum Islam, hlm. 61. 
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Islam melarang pembatalan atau penarikan hibah. Namun jika hibah 
tersebut dilakukan dari orang tua kepada anaknya, hibah tersebut dapat 
ditarik kembali atau dibatalkan. Dijelaskan dalam hadits Rosulullah 
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya: 
“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw. 
bersabda, ‘Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang 
menjilat kembali muntahannya.
10
 
 
Dalam penjelasan KHI pasal 210 Ayat (1) orang yang berumur 
sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa ada paksaan dapat 
menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain 
atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Ayat (2) harta 
benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pasal 211 
hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai 
warisan. Pasal 212 hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang 
tua kepada anaknya.
11
  
Berdasarkan hukum Islam, pembatalan hibah tidak menjadi 
masalah jika penarikan hibah tersebut dilakukan oleh orang tua terhadap 
anaknya. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 212 Instruksi Presiden 
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun akan 
menjadi lain apabila yang menarik atau yang membatalkan hibahnya 
adalah orang lain bukan orang tua yang memberikan hibah. 
Pada kasus di Pengadilan Agama Klaten yang terletak di Jl. 
Samanhudi No. 9 Klaten dalam putusan majelis hakimnya Nomor 
                                                          
10
 Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, terj. Muhammad Iqbal dkk, Syarah Hadist 
Pilihan Bukhari-Muslim, (Bekasi: DARUL FALAH, 2011), hlm. 812. 
11
 Kompilasi Hukum Islam, hlm. 61. 
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:1976/Pdt.G/2014/PA.Klt tentang Pembatalan Hibah terhadap Anak 
angkat. Dengan obyek sengketa tanah pekarangan persil 99 ptk, 3 kls, II 
luas 2335 m dikonversi menjadi SHM 38 dan tanah tegalan persil 93a ptk, 
66 kls, IV luas 5675 m dikonversi menjadi SHM 39. 
 Dalam putusan Pengadilan Agama Klaten menerangkan  bahwa 
anak angkat dari Sutiyem yang diberikan hibah lewat akta hibah harus 
dibatalkan dengan alasan hibah yang diberikan kepada anak angkatnya 
Andi Sugiyanto  melebihi dari 1/3 dan melanggar Kompilasi Hukum Islam 
dimana dalam pasal 210 menjelaskan anak angkat hanya mendapatkan 1/3. 
Dan dalih Penggugat terhadap tanah sengketa tersebut adalah bahwa hibah 
Sutiyem kepada anak angkatnya adalah masih harta gawan/ waris yang 
belum dibagi. Namun dalam putusan Nomor :1976/Pdt.G/2014/PA.Klt 
menerangkan bahwa hibah merupakan dasar kesepakatan bersama pihak 
keluarga serta tanah sengketa sudah hak dari Sutiyem dan telah dibagi 
waris. Yang luas tanah dalam hibah keseluruhan adalah SHM no.38 
dengan luas 2335 m
2 
dan SHM no.39 dengan luas 5675 m
2
.  
Dalam sengketa tersebut adalah harta warisan gawan yang berasal 
dari almarhum Karsodikromo ( kakek dari Sutiyem) yang mana Sutiyem 
dan Penggugat Narto narto Wiratno mempunyai kedudukan hukum yang 
sama, yaitu cucu dari alm Karsodikromo. 
Kemudian Majelis Hakim memutuskan membatalkan hibah 
Sutiyem. Bahwa tanah hak Sutiyem yang dihibahkan kepada anak 
angkatnya Andi Sugiyanto atas tanah SHM 38 dengan luas 2335 m  dan 
7 
 
 
 
SHM 39 dengan luas 5675 m berdasarkan akta hibah Nomor 
:1129/Hib/X/2007. Andi Sugiyanto selaku anak angkat dari Sutiyem 
mendapatkan 1/3 dari tanah SHM 38 dan SHM 39 sedangkan Penggugat 
Narto Narto wiranto mendapat 2/3 sisa dari harta hibah sebagai harta waris 
dan menjadikan penggugat (Narto Narto Wiratno) sebagai z\awil arh}a>m 
dari alm Ny. Sutiyem. 
Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti masalah 
ini karena dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 212 menjelaskan bahwa 
hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali orangtua terhadap anaknya. 
Berdasarkan hukum Islam, pembatalan hibah tidak menjadi masalah jika 
penarikan hibah tersebut dilakukan dari orang tua terhadap anaknya. Hal 
ini juga telah diatur dalam Pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Akan berbeda jika sengketa 
pembatalan hibah dilakukan dari orang tua kandung terhadap anak 
kandungnya. Sengketa pembatalan hibah tersebut diselesaikan dengan 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dimana Pengadilan Agama 
adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili 
sengketa hibah. Dalam memeriksa dan mengadili sengketa pembatalan 
hibah, majelis hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan 
sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi para pihak yang 
bersengketa.  
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah 
menarik, di antaranya sebagai berikut: 
1. Apa dasar hukum pertimbangan yang dipakai Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Klaten dalam memutus perkara pembatalan Hibah 
Nomor :1976/Pdt.G/2014/PA.Klt ? 
2. Bagaimana dasar pertimbangan yang dipakai Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Klaten dalam Putusan Pembatalan Hibah anak 
angkat Nomor :1976/Pdt.G/2014/PA.Klt menurut Fikih dan KHI? 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk menjelaskan alasan-alasan pertimbangan hukum/ dasar hukum 
pembatalan hibah anak angkat dalam putusan Hakim Putusan Nomor 
:1976/Pdt.G/2014/PA.Klt. 
2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih dan KHI terhadap Pembatalan hibah 
anak angkat yang dibatalkan bukan karena orang tua yang 
memberikan, tetapi oleh orang lain yang dalam Putusan Nomor 
:1976/Pdt.G/2014/PA.Klt. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk menambah khasanah keilmuwan para pembaca, khususnya 
mengenai pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan Hakim 
dalam memutuskan perkara Pembatalan Hibah anak angkat. 
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b. Sebagai bahan pertimbangan atau acuan bagi para peneliti lebih 
lanjut, terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Klaten 
tentang Pembatalan Hibah yang diberikan kepada anak angkat. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai pedoman dan masukan bagi lembaga terkait seperti 
Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Lembaga bantuan 
hukum dalam penyelesaian perkara Pembatalan Hibah yang 
diberikan kepada anak angkat. 
b. Sebagai informasi kepada masyarakat dan wacana yang mampu 
memberikan masukan pada masyarakat, sehingga apabila timbul 
permasalahan penarikan dan pembatalan Hibah dapat dijadikan 
rujukan sebagai penyelesaianya. 
 
E. Kerangka Teori 
Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata 
wahaba, yang berarti pemberian.
12
 Pengertian Hibah sendiri secara 
etimologi bermakna pemberian, sedekah, pemindahan hak.
13
 Sedangkan 
hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian 
harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan. 
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g 
mendefinisikan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian suatu 
benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain 
                                                          
12
 Ahmad Warson munawir Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta: Pondok 
Pesantren " Al-Munawir 1992), hlm. 1692.   
13
 Sutan Rajasa, Kamus Imiah Populer, ( Surabaya: Karya Utama, 2002), hlm. 211.  
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yang masih hidup untuk dimiliki. Kedua definisi di atas sedikit berbeda, 
akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu 
kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan.  
Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap 
penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang 
lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah 
itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan 
adalah materi dari harta tersebut. 
Hibah ialah pemberian oleh orang yang berakal sempurna dengan 
asset yang dimilikinya, harta atau perabotan yang mubah. Contohnya 
orang muslim menghibahkan kepada saudara seagamanya sebuah rumah, 
atau pakaian, makanan, atau beberapa jumlah uang.
14
 Hibah menurut 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (h) adalah pemberian sesuatu benda 
secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang 
masih hidup untuk dimiliki.
15
 
Hukum hibah adalah seperti hadiah, disunnahkan karena keduanya 
merupakan perbuatan baik yang dianjurkan untuk dikerjakan dan 
berlomba-lomba kepadanya seperti firman Allah dalam surat Ali Imran 
ayat 92.
16
 
                                                          
14
 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 
2015), hlm. 540. 
15
 Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. 
16
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata, 
(Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2012), hlm. 62. 
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                          
             
 
Artinya:  
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa 
saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. 
 
Sedangkan haram menarik hibah yang telah diberikan oleh orang 
lain kecuali hibah orang tua terhadap anak kandungnya. Seperti dalam 
penjelaan hadits “Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa 
Rasulullah Saw. bersabda, ‘Orang yang menarik kembali hibahnya seperti 
orang yang menjilat kembali muntahannya. 
ِهِئيَق ِفي ُدوُعَي َمُث ُئِقَي ِبلَكل اَك ِهِتَبِه ِفي ُدِئاَعلا 
Artinya :“orang yang mengambil kembali pemberianya, bagai anjing 
yang muntah lalu kembali (memakan) muntahanya”17 
Ketika orang tua telah memiliki anak, maka mereka pasti akan 
mewarisi seluruh harta kekayaan yang dimiliki untuk anaknya. Seorang 
anak dikatakan sebagai ahli waris dari orang tuanya. Ahli warisnya dalam 
                                                          
17
 Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, Sunan An Nasa’iy, terj. Yunus Ali Al Mudhor 
dkk, (Semarang: CV Asyifa, 1993), hlm. 747. 
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Islam adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapatkan 
bagian dari harta peninggalanya.
18
 
Anak angkat ialah seorang anak dari seorang ibu dan bapak 
diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri sang anak 
bertukar ayah dan ibu berpindah tangan.
19
  Atau dalam kata lain biasa 
dikatakan adopsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi diartikan  
sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi 
mengadopsi berarti mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah 
menjadi anak sendiri.
20
 Tetapi Allah mengharamkan anak angkat itu jika di 
samakan nasab dan namanya dengan bapak angkatnya. Bahkan melarang 
Rasulullah melakukan hal demikian. Zaid bin Haritsah bekas hamba 
sahaya beliau yang dihadiahkan oleh Siti Khadijah kepada beliau diangkat 
oleh Rasulullah saw Allah tidak membolehkan lalu turun ayat suci dalam 
surat al Ahzab ayat 5:
21
 
                            
                       
                                                          
18
 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW, (Jakarta: 
Refika Aditama, 2005), hlm. 17.   
19
 Fuad Moch. Fahruddin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta; CV. Pedoman 
Ilmu Jaya, 1985), hlm. 60. 
20
 Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 9. 
21
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata …, 
hlm. 418. 
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                             
        
 
Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 
nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan 
jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah 
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-
maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu 
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 
hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 
[1199] Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah 
dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti 
Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah. 
 
Sebab-sebab yang menjadikan mengangkat anak menjadi tidak 
boleh hukumnya karena: 
1. Mencampur peraturan Allah di dalam menyusun masyarakat 
dan keluarga hingga tidak jelas hak dan kewajibannya. 
2. Merampas hak orang lain sedangkan Allah telah membagi rizki 
masing-masing orang. 
3. Melanggar ketentuan Allah tentang kekeluargaan dimana setiap 
keluarga mempunyai kehormatan sendiri-sendiri. 
4. Mengambil hak anak kandung baik dalam kasih sayang 
maupun dalam pusaka 
5. Tidak dapat membedakan yang halal dan yang haram 
14 
 
 
 
6. Perkawinan adalah dasar utama mendapatkan anak kandung 
yang sah.
22
 
 
Dalam hukum Islam, salah satu dari akibat pengangkatan anak adalah 
timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkat, begitu 
juga sebaliknya.
23
 Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum 
antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara 
orang tua asuh dan anak asuh yang diperluas.
24
 Sehingga anak angkat tidak 
berhak atas waris tetapi boleh mendapatkan wasiat ataupun hibah. 
Bentuk pengangkatan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua 
Pertama, bentuk pengangkatan anak yang dilarang sebagaimana dipraktikan 
pada zaman jahiliyah yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung 
dengan segala hak-haknya seperti anak kandung.  Kedua, pengangkatan anak 
yang dianjurkan yaitu pengangkatan anak yang didorong motivasi untuk 
beribadah kepada Allah SWT. Anak angkat itu ada dua jenis, yaitu: 
1. Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu 
untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan 
ini hanyalah sebagai bantuan biasa, dan sangat dianjurkan agama 
Islam. Hubungan waris antar keduanya tidak ada. 
                                                          
22
 Fuad Moch. Fahruddin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam …, hlm. 61-67. 
23
 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif  Islam,( 
Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 59. 
24
 Ibid., hlm. 45. 
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2. Mengangkat anak yang dalam Islam disebut tabanni  atau dalam 
hukum positif disebut adopsi. Orang tua yang mengangkat anak ini 
menganggap sebagai keluarga dalam segala hal.
25
 
Anak angkat secara hukum tetap sebagai anak kandung dari orang tua 
kandungnya. Berkaitan dengan akibat hukum adopsi anak angkat setidaknya 
terdapat dua status hukum yang terkait, yaitu dalam masalah kewarisan dan 
perkawinan. Dalam masalah kewarisan anak angkat tidak saling waris dengan 
orang tua angkatnya, sebab bernasab pada orang tua kandungnya. Sedangkan  
dalam hal perkawinan ia tidak termasuk dalam tahrim.
26
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam pembahasan yang lebih lanjut diharapkan mampu 
menyelesaikan permasalahan yang dianalisis dan tidak menimbulkan 
keraguan apakah sudah pernah dibahas secara mendalam atau belum ada 
yang membuat. Maka perlu dibahas kajian pustaka yang sudah dibahas 
sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain. 
Adapun literatur skripsi yang pernah dibahas oleh peneliti lain 
adalah: 
Skripsi Ainy Arifah tahun 2010, yang berjudul “Studi Tentang 
Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap anak 
angkat di Pengadilan Agama Pamekasan (studi kasus perkara nomor 149/ 
Pdt.G/ 2008/ PA.Pmk)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pembatalan 
                                                          
25
 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan …, hlm. 192-193 
26
 M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Hukum Anak dalam Islam, (Jakarta: AMZAH, 2013), 
hlm. 59. 
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hibah terhadap anak angkat di Pengadilan Agama Pamekasan dan 
implikasi yuridis dari pembatalan hibah terhadap anak angkat. Dengan 
mengambil rumusan masalah yaitu pertimbangan Majelis Hakim dalam 
putusan nomor 149/ Pdt.G/ 2008/ PA.Pmk dan juga dampak atau implikasi 
yuridis dari putusan tersebut terhadap anak angkat. Berdasarkan hasil 
kesimpulanya bahwasannya dasar Hakim dalam memutus perkara hibah di 
Pengadilan Pamekasan adalah berdasarkan KUHP, KHI. Implikasi yuridis 
dari pembatalan hibah terhadap anak angkat khususnya putusan Nomor: 
149/Pdt.G/2008/PA.Pmk adalah sesuai dengan pasal 212 Intruksi Presiden 
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berakibat 
hukum obyek hibah tetap menjadi milik Tergugat I dan tidak dapat 
diminta kembali oleh Penggugat. Perbedaan dengan penelitian penulis 
adalah bahwa penulis meneliti putusan yang ada di pengadilan Klaten 
dengan rumusan masalah yaitu meninjau pertimbangan hakim di 
Pengadilan Agama Klaten terkait pembatalan hibah anak angkat dan juga 
pembatalan hibah ditnjau dari Fikih dan KHI.
27
 Sedangkan di Pamekasan 
membahas Implikasi yuridis dari pembatalan hibah terhadap anak angkat 
khususnya putusan Nomor: 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk adalah sesuai dengan 
pasal 212 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 
Hukum Islam yang berakibat hukum obyek hibah tetap menjadi milik 
Tergugat I dan tidak dapat diminta kembali oleh Penggugat. 
                                                          
27
 Ainy Arifah, “Studi tentang Pertimbangan Hakim dalam gugatan Pembatalan Hibah 
terhadap anak angkat di Pengadilan Agama Pamekasan ; Studi Kasus Perkara nomor 149/ Pdt.G/ 
2008/ PA.Pmk.” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 
2010, hlm. 6. 
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Tesis dari Nor Mohammad tahun 2015, yang berjudul “Hibah 
Harta kepada Anak Angkat ( Telaah Sosio Filosofis Terhadap Bagian 
Maksimal Sepertiga) Studi Kasus di Purbalingga”, rumusan masalah dari 
saudara Nor Mohammad yaitu mengapa harus ada bagian 1/3 untuk anak 
angkat dan juga bagaimana perbedaan pemberian hibah pada zaman 
sekarang dibandigkan zaman Rosulullah. Kesimpulan dari tulisan ini 
adalah bahwa hibah terhadap anak angkat haruslah ada batasannya dan 
harus mempertimbangkan kemaslahatan keluarga ataupun keturunannya. 
Bahwa dari segi sosiologis fenomena di lapangan antara zaman Rasulullah 
saw dan zaman sekarang yang terjadi di Purbalingga berdasarkan putusan 
pengadilan sangat berbeda konteks yang menjadikan perbedaan 
pelaksanaan hibah dimana kemashlahatan keluarga sangat 
diperhitungkan.
28
 Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu yang meneliti 
tentang pertimbangan majelis hakim dan juga tinjauan Fikih dan KHI 
terhadap penarikan hibah di Pengadilan Agama Klaten belum ada. Dan 
juga penelitian yang dilakukan saudara Nor Muhammad lebih fokus 
kepada penelitian tinjauan tela’ah sosio filosofis terhadap bagian sepertiga 
pada fenomena zaman Rasulullah sampai sekarang. 
Jurnal dari Try Budiarta dan Dr. Tata Fathurahman SH. MH, yang 
berjudul “Gugatan Terhadap Harta Hibah Pada Anak Angkat Yang 
Dilakukan Oleh Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum 
Islam Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 
                                                          
28
 Nor Mohammad, “Hibah Harta kepada Angkat; Telaah Sosio Filosofis terhadap bagian 
maksimal sepertiga” Tesis tidak diterbitan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri 
Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm.vii. 
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41/Pdt.G/2011/Pa.Bdg”. Rumusan masalah yang diambil adalah menelaah 
putusan Pengadilan Agama Bandung No. 41/Pdt.G/2011/Pa.Bdg apakah 
sudah sesuai dengan KHI pasal 210 atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa 
menurut Hukum Islam ahli waris pengganti tersebut mempunyai hak 
terhadap harta warisan dari ahli waris yang digantikanya. Namun bagian 
ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sejajar 
dengan ahli waris yang digantikannya sesuai ketentuan Pasal 185 
Kompilasi Hukum Islam, kemudian anak angkat hanya mendapatkan 
hibah bukan waris, dan itu  dalam jumlah yang telah ditentukan yaitu 1/3 
(sepertiga) dari harta kekayaan yang ada hal ini sudah sesuai dari 
Kompilasi Hukum Islam.
29
 Perbedaan dengan penelitian penulis adalah 
bahwa penulis fokus pada masalah Pembatalan Hibah Anak Angkat di PA 
Klaten pada putusan Nomor :1976/Pdt.G/2014/PA.Klt. Dengan duduk 
perkara yang menggugat adalah bukan orangtua kandungnya dimana 
penulis meninjau pertimbangan majelis hakim karena hak tanah sudah 
milik Sutiyem dan juga menganalisis kasus tersebut berdasarkan Fikih dan 
KHI. 
Skripsi dari Citra Parama Arta tahun 2011 yang berjudul 
“Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Agama Berdasarkan Gugatan 
Ahli Waris Penghibah (Studi Analisis di PA.Kdr.)” dimana penulis 
meneliti masalah Atas perkara Nomor : 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr, majelis 
                                                          
29
 Try Budiarta dan Dr. Tata Fathurahman SH. MH, “Gugatan Terhadap Harta Hibah 
Pada Anak Angkat Yang Dilakukan Oleh Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum 
Islam Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 41/Pdt.G/2011/Pa.Bdg”, 
Jurnal tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, 2011, hlm. 621-623. 
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hakim Pengadilan Agama Kediri dalam pertimbangan hukumnya 
berpendapat bahwa penghibahan yang dilakukan almarhum Anas Rauf bin 
Jamirin kepada anak angkatnya Atik Winarti binti Jamingan adalah tidak 
sah, dengan dasar pertimbangan Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi 
Hukum Islam. 
Permasalahan dalam skripsi ini adalah : 
1. Apakah akta hibah dapat dibatalkan oleh ahli waris. 
2. Akibat hukum pembatalan akta hibah. 
3. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan 
Pengadilan Agama Nomor : 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr.  
Tujuan dari skripsi saudari Citra Parama Artha  yaitu 
Untuk mengkaji dan menganalisa pembatalan hibah oleh ahli 
waris penghibah. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat 
hukum pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli waris 
penghibah. Untuk mengkaji dan menganalisa dasar 
pertimbangan hukum hakim mengenai pembatalan akta hibah 
dalam Putusan Pengadilan Agama No.324/Pdt.G/2010/PA.Kdr. 
Tipe penulisan dalam  skripsi ini adalah yuridis 
normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan  
mengunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode 
pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber 
bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan 
bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Perbedaan 
20 
 
 
 
dengan skripsi penulis yaitu penulis mengkaji Pembatalan 
Hibah yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten dengan nomor 
:1976/Pdt.G/2014/PA.Klt. Dimana penulis mengambil 
pembahasan lewat pertimbangan hukum yang diambil oleh 
Majelis Hakim dalam memutus perkara sengketa tanah 
tersebut. Yang kedua penulis mengkaji lewat tinjauan Fikih dan 
KHI.
30
 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilaksanakan, termasuk jenis penelitian 
kepustakaan (library Research)
31
 yaitu penelitian  dengan mengumpulkan 
bahan-bahan penelitian dengan membaca berkas-berkas putusan 
Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor :1976/Pdt.G/2014/PA.Klt, dan 
juga buku-buku yang berhubungan dengan perkara pembatalan hibah anak 
angkat. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer 
Bahan hukum primer yaitu salinan putusan Nomor 
1976/Pdt.G/2014/PA.Klt. 
                                                          
30
 Citra Parama Artha, “Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Agama Berdasarkan 
Gugatan Ahli Waris Penghibah; (Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor: 
324/Pdt.G/2010/PA.Kdr).” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 
2012, hlm.xii. 
31
 M. Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1998), hlm. 111. 
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b.  Data Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari 
bahan kepustakaan. Data tersebut antara lain buku-buku, Undang-
Undang, Kompilasi Hukum Islam, hasil karya ilmiah para sarjana, 
hasil penelitian, internet, artikel, dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan skripsi pembatalan hibah anak angkat. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, buku-buku, Undang-undang, surat kabar, 
putusan pengadilan, artikel, majalah, dan sebagainya. Dalam 
metode ini penulis menggunakan, memeriksa dan meneliti salinan 
putusan perkara Nomor : 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt serta dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan pembatalan hibah anak 
angkat. 
b. Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan 
keterangan dari majelis hakim yang memutus perkara hibah di 
Pengadilan Agama Klaten. Dengan adanya wawancara akan 
memudahkan dalam proses analisis putusan. 
4. Teknis Analisis Data. 
Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk 
menganalisis, mempelajari, serta mengolah data tertentu, sehingga 
dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang persolan yang diteliti 
dan dibahas. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
22 
 
 
 
adalah analisis berpikir deduktif. Analisis berpikir deduktif yaitu 
proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai 
suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut 
pada suatu peristiwa.
32
 Pada penelitian ini penulis menggunakan 
kerangka berpikir deduktif untuk menganalisis pembatalan hibah anak 
angkat ditinjau dari hukum asalnya, bahwasannya hukum pembatalan 
hibah atau penarikan hibah anak angkat oleh orang lain adalah tidak 
boleh, kemudian dari hukum asal tersebut ditarik kepada pertimbangan 
keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten yang 
memutuskan pembatalan hibah anak angkat. Kemudian dari keputusan 
Majelis Hakim tersebut dikerucutkan lagi dengan analisa perspektif 
Hukum Islam. Sehingga akan bisa ditarik kesimpulan dari penelitian 
ini. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan 
pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan 
penjelasan secara garis besarnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini 
adalah sebagai berikut : 
Bab Pertama berupa pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan 
yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada pada 
skripsi ini. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 
                                                          
32
 Azwar Saifuddin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40. 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab Kedua merupakan serangkaian yang memuat teori-teori yang 
merupakan tinjauan umum tentang hibah yang bersumber dari fikih dan 
KHI, yang meliputi pengertian hibah, landasan hukum hibah, syarat-
syarat, rukun-rukun hibah,  tinjauan umum tentang anak angkat dan 
hikmah disyariatkannya hibah. 
Bab Ketiga, bab ini mengemukakan data penelitian yang meliputi, 
Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Klaten, struktur organisasi 
Pengadilan Agama Klaten, Putusan terhadap kasus pembatalan hibah. 
Bab Keempat, bab ini merupakan analisis terhadap permasalahan 
skripsi, yang mencakup analisis pertimbangan hakim dan analisis 
pertimbangan hukum Majelis Hakim dan juga analisis ditinjau dari Fikih 
dan Kompilasi Hukum Islam. 
Bab Kelima merupakan penutup, pada bab ini menguraikan tentang 
kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan skripsi dan saran-
saran. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT 
DAN PEMBATALANNYA  
A. Pengertian Hibah 
Dalam kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat hibah 
sering menjadi masalah ketika salah satu pihak keluarga haknya diabaikan. 
Maka timbul sengketa hibah jauh-jauh hari bahkan bertahun-tahun baru di 
ajukan di suatu Pengadilan Agama untuk menemukan jawaban kasus 
keadilan pemberian hibah dari orangtua yang sudah lama meninggal. 
Hibah disyariatkan bertujuan untuk saling menguatkan ikatan batin antara 
sesama manusia sebagiamana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Baihaqi: 
اوُباَحَت اوُداَهَت 
Artinya 
“Saling memberi hadiahlah kamu akan saling mencintai”1 
 
Hibah adalah suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang 
kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan 
pembagianya dibagikan ketika penghibah masih hidup.
2
 Kata hibah berasal 
dari hubbub ar-rih (hembusan angin) dan kata ini untuk menunjuk 
pemberian dan kebajikan kepada orang lain baik dengan harta maupun 
                                                          
1
 Diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam kitab Sunan Baihaqi, Jilid VI, hlm 169. 
2
 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 
81. 
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dengan yang lain. Jika seseorang hanya mengizinkan orang lain untuk 
memanfaatkan hartanya, dan tidak memberikan harta itu kepadanya, maka 
ini bukan hibah, melainkan peminjaman.
3
 Hibah secara bahasa berasal dari 
kata wahaba yang artinya pemberian, lewat dari satu tangan ke tangan 
yang lain atau kesadaran untuk melakukan kebaikan. Dikatakan dalm kitab 
Al Fath bahwa  hibah secara umum adalah berupa Ibra’ (membebaskan 
utang orang).
4
 Dan secara terminologi Islam adalah akad yang menjadikan 
kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan 
secara sukarela.
5
 Bisa juga dikatakan pemberian hak milik secara langsung 
dan mutlak terhadap satu bendaketikamasih hidup tanpa ganti walaupun 
dari orang yang lebih tinggi.  
Hibah juga bisa diartikan sebagai memberikan suatu barang dengan 
tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.
6
 Pada Kompilasi Hukum 
Islam kata hibah diatur dalam pasal 171 huruf g menyebutkan bahwa hibah 
adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
7
 Hibah 
menurut KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, 
pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik 
kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluansi penerima hibah 
yang menerima penyerahan itu. Ibnu hajar dalam kitab Fat}ul al-Bari 
                                                          
3
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah,terj. Ahmad Dzulfikar, (Depok: Keira Publishing, 2015), 
hlm. 368. 
4
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 435. 
5
 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm. 242. 
6
 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 326. 
7
 Lihat pasal Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf g. 
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berkata bahwa hibah juga mencakup makna yang lebih umum kepada 
berbagai macam bentuk pelunasan (pembebasan) pemindahan kepemilikan 
tanpa pembayaran ganti.
8
  
Hibah, pemberian, dan sedekah maknanya sangat berdekatan. 
Semua merupakan pemberian hak milik sewaktu masih hidup tanpa ada 
ganti ini benar untuk penyebutan pemberian ‘at}iyah karena nama ‘at}iyah 
mencakup baik sedekah (zakat) dan hadiah dan keduanya tidak sama. 
Sayyid Sabiq membagi pengertian hibah dibagi menjadi pengertian khusus 
dan umum. Hibah dalam makna khusus yaitu hibah yang mutlak tidak 
membutuhkan penukar, baik yang semisal denganya lebih rendah darinya, 
atau lebih tinggi darinya. Inilah hibah dengan makna khusus. Adapun 
hibah dengan makna umum mencakuphal-hal berikut ini: 
a. ‘Ibra (penghapusan utang) yaitu penghibahan utang kepada 
orang yang berhutang. 
b. Sedekah yaitu penghibahan sesuatu yang dimaksudkan 
untuk mendapatkan pahala di akhirat. 
c. Hadiah yaitu penghibahan sesuatu yang harus diberikan 
penukaranya oleh orang yang diberikan hadiah.
9
 
Sebenarnya hibah ini tidak masuk dalam materi hukum waris 
melainkan masuk dalam hukum perikatan yang diatur dalam buku ketiga 
                                                          
8
 Abdul Qadir Syaibah al-Hamid, terj. Muhammad Iqbal dkk, Fiqhul Islam Syarah 
Bulughul Maram, (Jakarta: Darul Haq, 2012), hlm. 124. 
9
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah …, hlm. 368. 
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Bab X Burgerlijk Wetboek (BW). Berkaitan hibah diatas terdapat beberapa 
hal yang perlu diperhatikan:
10
 
1) Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh 
penghibah ketika hidupnya untuk memberikan 
sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima 
hibah. 
2) Hibah harus dilakukan antara orang yang masih 
hidup. 
3) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila 
tidak dengan akta notaris, maka hibah batal. 
1. Landasan Pensyariatan Hukum Hibah 
Allah telah mensyariatkan hibah karena itu dapat menyatukan hati 
dan menguatkan ikatan cinta antar manusia. Hibah hukumnya mandub 
(dianjurkan) sesuai dengan hadis dan di dalam kata hibah ada makna untuk 
saling bersilaturahmi. 
 Di antara beberapa kebaikan itu disebutkan dalam firman Allah 
SWT dalam surat Al-Baqarah 177:
11
 
                                                          
10
 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia …, hlm. 81. 
11
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per 
Kata,(Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2012), hlm. 27. 
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                            
                            
                               
                              
                         
                                
        
Artinya:  
‘Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang 
menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 
kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-
orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang 
bertakwa. 
                                
                   
Artinya: 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 
Amat berat siksa-Nya. (Al- Maidah: 2) 
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Dari Abu Hurairah Nabi Saw bersabda diriwayatkan oleh Imam Baihaqi 
اَحَت اوُداَهَتاوُب  
 
Artinya:  
“saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling 
mencintai.”12 
 
2. Rukun Hibah  
Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hibah dilakukan dengan ijab dan 
kabul, dengan perkataan yang menunjukkan adanya proses pemberian 
suatu barang tanpa penukar. Misalnya, orang yang berhibah berkata, “ Aku 
telah menghibahkan kepadamu, atau Aku telah menghadiahkan kepadamu, 
atau Aku telah memberikan kepadamu,” dan sejenisnya. Dan si penerima 
berkata, “Aku telah menerima.”13 Imam Malik dan Syafi’i mengharuskan 
adanya kabul dalam hibah. Sebagian ulama dari Hanafi berpendapat, ijab 
saja sudah cukup. Dan ini adalah yang paling benar. Sementara itu mazhab 
Hambali mengatakan bahwa hibah cukup dilakukan dengan penyerahan 
dan penerimaan.
14
 
Sementara dalam penjelasan Prof. Dr. Abdul Aziz dalam bukunya 
Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa rukun hibah ada tiga yaitu: Dua belah 
                                                          
12
 Diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam kitab Sunan Baihaqi, Jilid VI, hlm 169. 
13
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah …,  hlm. 370. 
14
 Ibid., hlm. 371. 
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pihak yang berakad (aqidaian), Sighat (ucapan), dan harta yang 
dihibahkan (mauh}ub).15 
a. Kedua belah pihak yang berakad (aqidain) 
Ada beberapa syarat untuk pemberi hibah, yakni harus memiliki 
hak milik atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan 
mutlak untuk berbuat kepada hartanya. Oleh karena itu hibah tidak sah 
jika dilakukan oleh seseorang wali dalam harta orang yang dicabut 
kelayakanya, dan disyaratkan untuk penerima hibah agar memiliki 
kelayakan memiliki terhadap apayang diberikan kepadanya berupa taklif 
(beban) sahnya tindakan atau pengelolaan, dan akan kita jelaskan pula 
bahwa orang yang belum mukallaf juga diterima oleh walinya,maka 
tidak sah untuk bayidalam perut danhewan. 
b. Sighat (ucapan) 
Yaitu ijab dan kabul dari seorang yang dapat berbicara dan 
termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan 
kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran.” Dan termasuk kabul 
jelas bila ucapanya:”saya terima atau saya ridha.”  
Namun ada beberapa syarat hal yang dikecualikan dalam qabul 
antara lain sebagai berikut. 
                                                          
15
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat …, hlm. 442. 
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1) Jika seorang wanita menghibahkan giliranya kepada 
madunya, maka tidak ada syarat qabul dari madunya 
untuk giliranya. 
2) Jika raja memecat suatu gubernur dan hakim, maka tidak 
harus ada ucapan qabul. 
c. Barang yang dihibahkan 
Kriterianya adalah setiap benda yang boleh di perjual belikan 
boleh dihibahkan, karena hibah adalah akad yang bertujuan mendapatkan 
hak milik terhadap suatu barang.
16
 Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 
210 ayat 2 menjelaskan “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan 
hak dari penghibah.
17
 
Dalam syarat yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa syarat dari 
barang yang dihibahkan adalah: 
1) Barangnya benar-benar ada. 
2) Merupakan harta yang memiliki nilai. 
3) Bisa dimiliki artinya, kepemilikan berlaku atau barang yang 
dihibahkan dan kepemilikanya bisa dipindahkan dari satu 
tangan ke tangan yang lain. Karena itu tidak sah 
                                                          
16
 Abdul Aziz, Fiqh Muamalah… hlm. 447. 
17
 Lihat pasal Kompilasi Hukum Islam Bab VI 
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menghibahkan air disungai, ikan dilaut, burung di udara, atau 
masjid dan mushala. 
4) Tidak menempel dengan harta orang yang berhibah secara 
tetap, seperti tanaman, pohon, dan bangunantanpa tanah. 
Harus bisa dipisahkan. 
5) Merupakan milik pribadi artinya barang yang dihibahkan 
bukanlah milik bersama. Sebagaimana dalam penggadaian, 
serah terima barang tersebut tidak sah kecuali jika ia milik 
pribadi. Sementara itu malik dan Syafi’i Ahmad dan Abu 
Tsaur tidak mensyaratkan hal ini. Mereka berpendapat barang 
bersama yang belum dibagi boleh dihibahkan.
18
 Dalam 
riwyat Muslim bahwasanya Nabi saw berkata kepada shabat: 
“Apakah ada orang yang mengaku miliknya atau 
menyuruhnya melakukan sesuatu?” Para sahabat menjawab: 
“Tidak.” Nabi menjawab “jika begitu, makanlah.”  
Hadis ini secara jelas menerangkan sahnya hibah 
milik bersama dan ini pendapat Malik, Syafi’i dan Ahmad 
baik yang bisa dibagi atau tidak.
19
 
 
 
                                                          
18
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah …, hlm. 371. 
19
 Abdul Aziz,  Fiqh Muamalah …, hlm. 446. 
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3. Syarat Hibah 
Hibah mengharuskan adanya orang yang berhibah, orang yang diberi 
hibah dan barang yang dihibahkan. Masing-masing memiliki syarat-syarat 
sebagai berikut:
20
 
a. Syarat orang yang berhibah 
Orang yang berhibah disyaratkan untuk memenuhi hal-hal berikut 
ini: 
1) Merupakan pemilik barang yang dihibahkan. 
2) Tidak dilarang untuk membelanjakan hartanya dengan salah 
satu dari sebab-sebab pelarangan. 
3) Memiliki kebebasan kehendak karena hibah adalah akad 
keridhaan adalah syaratkeabsahanya. 
b. Syarat orang yang diberi hibah 
Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada ketika 
hibah diberikan. Jika dia sama sekali tidak ada, atau baru dianggap 
ada misalnya dalam bentuk janin maka hibah tidak sah. 
c.  Barang yang dihibahkan 
Barang yang dihibahkan syaratnya yaitu benar-benar ada, 
merupakan harta yang memiliki nilai, bisa dimiliki oleh orang lain, 
                                                          
20
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah …, hlm. 373. 
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tidak menempel dengan harta orang yang berhibah secara tetap 
seperti tanaman, pohon dan bangunan tanpa tanah, yang terakhir 
barang tersebut milik pribadi bukan milik orang lain.
21
 
Mengenai batas pemberian hibah jumhur ulama berpendapat 
seseorang boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain, 
sementara itu Muhammad bin Hassan dan beberapa ulama dari 
mazhab Hanafi berpendapat tidak boleh mendermakan semua harta 
meskipun berbagi dengan niat sebagai pintu-pintu amal. Mereka 
mengganggap orang yang melakukan hibah seperti itu sebagai 
orang yang lalai.
22
 Dijelaskan kembali bahwa barang siapa yang 
memiliki kesabaran dalam menghadapi kemiskinan, maka tidak 
masalah baginya untuk menyedekahkan sebagian besar hartanya 
atau semuanya. Dan barang siapa hendak masih meminta-minta 
kepada manusia untuk memberikan sesuatu maka tidak halal 
baginya untuk menyedekahkan keseluruhan hartanya. Inilah 
batasan hadits-hadits  yang tidak membolehkan harta disedekahkan 
lebih dari 1/3 dan dalil yang membolehkan memberi sedekah lebih 
dari 1/3. 
Begitulah makna pemberian hibah ada yang menjelaskan 
bahwa hibah boleh dilakukan dengan keseluruhan harta akan tetapi 
ada pendapat yang menyatakan bahwa hibah tidak sah jika di 
                                                          
21
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah …, hlm. 371. 
22
 Ibid., hlm. 371-373. 
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berikan keseluruhan harta, maka dibagi bahwa harta yang wajib 
dihibahkan adalah 1/3 hal ini menurut pendapat pentakhik 
mazhhab Hanafi dan juga Muhammad Ibnu Hasan.
23
 
4. Hikmah Pemberian Hibah 
Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada sesama manusia untuk 
saling memberi. Biasanya orang yang suka memberi maka dia juga akan 
diberi. Kebiasaan saling memberi yaitu perbuatan yang manusiawi sebagai 
ucapan terimakasih. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa: 
 ْنَمَوُرْعَم ْمُكْيَلإ َعَنَصُهوُئِفاَكَف اًفْو  
Artinya 
“Dan barangsiapa yang berbuat kebaikan kepadamu maka 
balaslah dia(HR.Abu Daud)”24 
 
Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dalam pemberian hibah. 
a. Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan. 
b. Mendatangkan rasa saling mengasihi,mencintai, dan menyayangi, 
dan menghilangkan sifat egois dan bakhil. 
                                                          
23
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 
2006), hlm. 146. 
24
 Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, No. 1672. 
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c. Menghilangkan rasa dendam. Dalam hadis Nabi dijelaskan yang 
artinya: “saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan 
saling mencintai.”25 
B. Mencabut Pemberian Hibah (Pembatalan Hibah) 
Pembatalan hibah merupakan bentuk penarikan kembali atau 
meminta sesuatu kembali barang atau harta yang telah diberikan kepada 
sesorang lewat hibah. Hibah dikatakan sah apabila hibah tersebut telah 
memenuhi rukun dan syarat serta ada penyerahan dan penerimaan barang. 
Dari adanya hal tersebut maka akibat hukum dari pemberian hibah adalah 
barang atau harta tersebut menjadi milik si penerima hibah. Menurut 
jumhur ulama pemberian haram diminta kembali dalam keadaan apapun 
sekalipun antara suadara atau suami isteri kecuali jika pemberi hibah itu 
adalah seorang ayah dan penerimaanya adalah anaknya sendiri.
26
 Mereka 
beralasan kepada sabda Nabi 
ِهِئيَق ِفي ُدوُعَي َمُث ُئِقَي ِبلَكل اَك ِهِتَبِه ِفي ُدِئاَعلا 
Artinya:  
“orang yang mengambil kembali pemberiannya, bagai anjing yang 
muntah lalu kembali (memakan) muntahanya”27 
                                                          
25
 Diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam kitab Sunan Baihaqi, Jilid VI, hlm 169. 
26
 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat …, hlm. 164.  
27
 Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, Sunan An Nasa’iy, terj. Yunus Ali Al Mudhor 
dkk, (Semarang: CV Asyifa, 1993), hlm. 747. 
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Kebolehan menarik hibah hanya diperuntukan dari orangtua atau 
ayah kepada anak kandungnya. Seorang ayah mencabut pemberian yang 
telah diberikan kepada anaknya karena ia lebih berhak menjaga 
kemaslahatan anaknya. Berbeda dengan ulama Hanafiyah,menurut mereka 
hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja 
mencabut kembali hadiahnya.  
Akan tetapi mereka juga melarang menarik hibah dari orang lain 
dengan catatan jika penerima hibah telah memberi imbalan dan penerima 
hibah telah menerimanya. Menurut Sayyid Sabiq, penghibah yang tidak 
boleh menarik kembali hibahnya yaitu semata-mata memberikan tanpa 
meminta imbalan. Adapun penghibah yang diperbolehkan menarik 
hibahnya adalah penghibah yang memberikan agar hibahnya itu diberi 
imbalan dan dibalas.
28
  
Kompilasi Hukum Islam juga melarang penarikan hibah. Dalam 
pasal 212 dijelaskan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah 
orangtua kepada anaknya. Pengertian hibah menurut Instruksi Presiden 
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Buku 
II tentang Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (g) 
adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari 
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam 
Kompilasi Hukum Islam, hibah diatur dalam Buku II tentang Hukum 
Kewarisan Bab VI Hibah Pasal 210 sampai dengan pasal 214, yaitu :  
                                                          
28
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah… hlm. 378. 
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1) Pasal 210 ayat (1):“orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 
21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan 
sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau 
lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. 
2) Pasal 210 ayat (2):“harta benda yang dihibahkan   harus merupakan 
hak dari penghibah.” 
3) Pasal 211  :“hibah dari orang tua kepada anaknya dapat 
diperhitungkan sebagai warisan.” 
4) Pasal 212  : “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah 
orang tua kepada anaknya.” 
5) Pasal 213  :“hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah 
dalam kedaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus 
mendapat persetujuan dari ahli warisnya.” 
6)  Pasal 214  :“warga Negara Indonesia yang berada di Negara 
asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan 
Republik Indonesia stempat sepanjang isinya tidak bertentangan 
ketentuan pasal-pasal ini.”29 
Berdasarkan uraian diatas maka hukum Islam dan KHI 
menjelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali hal ini sesuai dengan 
hukum Islam dan juga Kompilasi Hukum Islam di mana hibah boleh 
ditarik kembali jika hibah tersebut dari orangtua kandung kepada anak 
keturunannya (kandung). 
                                                          
29
 Lihat Pasal Kompilasi Hukum Islam pasal 210-214. 
39 
 
 
 
C. Anak Angkat 
Dari segi bahasa anak angkat adalah berasal dari kata adoption atau 
dalam bahasa Islam disebut dengan tabbanni, yang berarti pengangkatan 
anak, anak angkat, mengangkat anak, mengambil anak, atau menjadikanya 
sebagai anak.
30
 Anak angkat ini diambil dari anak kandung orang lain, 
yang melalui proses hukum tertentu dijadikan sebagai anak kandung 
sendiri dari orangtua angkatnya. Biasanya anak angkat tersebut akan 
mempunyai status hukum sebagai anak kandung yang sah dalam segala 
hak dan kewajiban. Dengan sendirinya pengangkatan anak tersebut akan 
menimbulkan hubungan kekerabatan sedarah antara orangtua angkat 
dengan anak angkatnya sendiri. 
Anak angkat dalam penjelasan Amin Husein Nasution dibagi 
menjadi dua yaitu:
31
  
a. Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang 
mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan 
formal, pemeliharaan seperti ini hanyalah sebagai bantuan 
biasa, dan sangat dianjurkan daam agama Islam. 
b. Mengangkat anak yang dalam Islam disebut tabanni atau dalam 
Hukum Positif disebut adopsi  orangtua yang mengangkat anak 
ini menganggap keluarga dalam segala hal. Menurut hukum 
                                                          
30
 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 177. 
31
 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan …, hlm. 192. 
40 
 
 
 
Islam, tabanni (adopsi) tidak membawa pengaruh hukum, 
sehingga status anak angkat itu bukan sebagai anak sendiri. 
Karena itu ia tidak dapat mewarisi orangtua angkatnya dan 
tidak diwarisi. Dan agar anak tersebut tidak terlantar maka 
diberi sebuah wasiat.
32
 
Mahmud Syaltut dalam bukunya Al Fatawa  membedakan dua arti 
anak angkat yaitu:
33
 
1) Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya 
bahwa dia sebagai anak orang lain ke dalam keluarga. Ia 
diperlakukan sebagai anak karena kecintaan, pemberian 
nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala 
kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya 
sendiri. 
2) Yang dipahamkan dalam tabanni ialah mengangkat atau 
memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak lain ke 
dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada 
dirinya sebagai anak sah tetapi mempunyai hak dan 
ketentuan hukum sebagai anak.
34
 
Pengertian pertama ini sesuai dengan pengertian yang ada di dalam 
hukum Islam, karena pengangkatan anak dimaksudkan untuk memberikan 
                                                          
32
 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan …, hlm.,192. 
33
 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam …, hlm. 177. 
34
 Ibid., hlm. 177. 
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segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala 
kebutuhannya. Karena anak angkat bukanlah anak pribadi menurut hukum 
Islam dan tidak ada ketetapan sedikit pun dari hukum Islam yang 
membenarkan arti yang demikian ini. Sedang pengertian yang kedua 
berdasarkan sama persis dengan hukum perdata barat. Anak angkat 
dinasabkan dengan ayah angkat atau orang tua, dianggap sebagai anak 
kandung dan sebagai konsekuensinya dapat menerima warisan 
sepeninggalan. Hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.
35
 
D. Kedudukan Anak Angkat  
Sejak lama keluarga Muslim datang ke Pengadilan untuk 
mengajukan permohonan pengangkatan anak. Ada berbagai faktor yang 
mendorong adanya pengangkatan anak, antara lain:
36
 
a. Pemohon (calon orangtua angkat) sudah lama berumah tangga 
belum juga mendapat keturunan, berkeinginan punya anak 
angkat untuk diasuh. 
b. Pemohon didorong rasa kemanusiaan yang tulus ingin 
menyelamatkan calon anak angkat yang kehilangan kedua 
orangtua kandungnya. 
c. Pemohon berniat meringankan beban hidup orangtua si anak 
yang lemah ekonominya. 
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 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam …, hlm. 179. 
36
 Habiburahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 
Predana Media Group, 2011), hlm. 224. 
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Sebelum Tahun 2006 ada beberapa Pengadilan Agama 
yang melayani permohonan pengangkatan anak. Karena pemohon 
menginginkan pengangkatan anak atas dasar hukum Islam. Hal ini 
merupakan kenyataan dalam masyarakat bahwa adat dalam 
pengangkatan anak sudah melembaga, akan tetapi mereka sudah 
menyadari bahwa pengangkatan anak menurut adat murni sama 
saja menyetarakan anak angkat seperti anak kandung. Sedangkan 
pengangkatan anak dalam hukum Islam  (produk Pengadilan 
Agama) adalah tidak menyamakan anak angkat dengan anak 
kandung, tidak boleh memutuskan hubungan keluarga darah 
dengan orangtua dan sudara-saudara kandungnya, tidak berhak 
menjadi ahli waris, dan lain sebagainya.
37
 
Sebaliknya anak angkat berdasarkan adat murni, bila 
orangtua angkat meninggal, dengan tidak meninggalkan anak 
kandung, maka anak angkat tersebut mewarisi seluruhnya harta 
warisan. Dan bila ada anak kandung maka anak angkat mendapat 
bagian yang sama dengan anak kandung atau dengan kata lain 
sama seperti adat orang Arab Jahiliyyah, mempersamakan anak 
angkat dengan anak kandung sendiri. Kebiasaan tersebut mendapat 
respon dan toleransi dari ulama Indonesia, dengan memberi bagian 
wasiat wajibah maksimal 1/3 harta orangtua angkatnya atau 
sebaliknya. Seperti diatur dalam pasal 209 KHI yang berbunyi: 
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 Habiburahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia …, hlm. 225. 
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(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 
sampai 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak 
menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta 
warisan anak angkatnya. 
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi 
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan 
orangtua angkatnya. 
Pasal tersebut membahas mengenai jatah waris bagi 
orangtua angkat dan anak angkat dikarenakan tidak mendapatkan 
warisan maka oleh ulama Indonesia, mereka tetap diberi jatah 
dengan nama wasiat wajibah.
38
 Pengangkatan anak dalam hukum 
Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, 
hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan 
orangtua angkat. Hubungan yang ada menyangkut masalah hak dan 
kewajiban antara anak angkat maupun orangtua angkat hanyalah 
timbul dalam kaitanya dengan aspek kemanusiaan.
39
 Hal ini 
dijelaskan dalam Firman Allah surat al- Ahzab ayat 4-5: 
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 M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Hukum Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Sinar 
Grafika Offset, 2013), hlm. 56. 
39
 Andi Syamsu Alam, H.M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif  Islam. 
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                            
                         
                               
                       
                        
                       
                        
        
Artinya:  
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 
dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang 
kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-
anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian 
itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan 
yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 5. 
Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan 
jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka 
(panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 
maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang 
kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 
disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 
 
Tidak terputusnya hubungan nasab antara anak angkat dengan 
orang tua kandung, maka nama keluarga yang dipakai oleh anak angkat 
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tersebut tetap nama ayah kandungnya sendiri. Anak angkat tidak boleh 
mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung sekedar 
sebagai tanda pengenal atau alamat. Anak angkat memang benar dan tidak 
dapat disangkal secara logika bahwa anak angkat bukanlah anak yang lahir 
dari orang tua angkatnya. Dengan demikian tidak ada hubungan pewarisan 
dan perkawinan antara anak angkat dan dengan orang yang 
mengangkatnya. Sehingga tidak ada larangan kawin antara anak angkat 
dengan keluarga angkat yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan.
40
 
 
E. Hak Waris Z|awil Arh}a>m 
Arham meupakan bentuk jamak dari kata rahmun, yang asalnya 
dalam bahasa Arab berarti tempat pembentukan atau menyimpan janin 
dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan lagi menjadi kerabat, baik 
datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu saja 
disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka.
41
 
Adapun z\awil arh}a>m yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah 
kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, 
baik dalam Al-Qur’an maupun Sunnah dan bukan pula termasuk as}abah 
dan bukan pula as}h}a>bul furud. Jadi z\awil arh}a>m ahli waris yang 
mempunyai tali kekerabatan dengn pewaris, namun tidak mewarisi secara 
as}h}a>bul furud maupun as}abah. 
                                                          
40
 Andi Syamsu Alam, H.M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif  Islam  .., 
hlm. 50. 
41
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 181. 
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Pembagian waris z\awil arh}a>m para Imam Mujtahid berbeda 
pendapat dalam masalah hak waris z\awil arh}a>m. Pertama, golongan ini 
berpendapat bahwa z\awil arh}a>m tidak berhak mendapat waris. Lebih jauh, 
mereka mengatakan bahwa harta waris tidak ada as}h}a>bul furud atau 
as}abah yang mengambilnya, seketikaitu dilimahkan ke baitul maal kaum 
muslim untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada 
umumnya. Dan tidak dibenarkan diberikan kepada z\awil arh}a>m. Diantara 
mereka yang berpendapat demikian adalah Zaid bin Tsabit r.a dan Ibnu 
Abbas r.a dan juga pendapat dua imam yaitu Imam Malik dan Imam 
Syafi’i. 
Kedua, golongan ini berpendapat bahwa z\awil arh}a>m berhak 
mendapat waris bila tidak ada as}h}a>bul furud ataupun as}abah yang 
menerima harta pewaris. Lebih jauh mengatakan bahwa, z\awil arh}a>m lebih 
berhak mendapat waris dibandingkan yang lain sebab mereka memiliki 
kekerabatan dengan pewaris. Oleh karena itu mereka lebih diutamakan 
untuk menerima harta tersebut daripada baitul maal. Pendapat ini 
merupakan jumhur ulama diantaranya Umar bin Khatab, Ibnu Mas’ud, dan 
Ali bin Abi Thalib, serta pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin 
Hambal.
42
 
Pendapat pertama mendasarkan pada landasan bahwa asal 
pemberian hak waris atau hak penerimaan adalah dengan adanya nash 
syar’i dan qath’i dari Al-Qur’an maupun Sunnah.dalam hal ini tidak ada 
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yang menyatakan z\awil arh}a>m berhak mendapatkan waris. Rasulullah 
SAW. Ketika ditanya hak waris bibi, baik dari garis ayah maupun ibu, 
beliau SAW menjaab, “Sesungguhnya Jibril telah memberitahukan 
kepadaku bahwa dari keduanya tidak ada hak menerima waris sedikit 
pun”. 
Adapun golongan kedua berpendapat bahwa landasan z\awil arh}a>m 
menerima waris yaitu berdasarkan Firman Allah dalam surat Al-Anfal: 75 
                               
                              
            
Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah 
serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu 
(juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya 
lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)[626] di 
dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 
 
[626] Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam 
ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan 
sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan 
Islam. 
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa para kerabat lebih berhak untuk 
mendapatkan atau menerima hak waris daripada yang lain. Ayat tersebut 
menyatakan bahwa baik as}h}a>bul furud, as}abah, atau selain dari keduanya, 
merekalah yang lebih berhak menerima hak waris ketimbang yang bukan 
kerabat.
43
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BAB III 
PEMBATALAN HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DI PENGADILAN 
AGAMA KLATEN NOMOR: 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt. 
 
A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Klaten 
1. Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama Klaten 
Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, jenis perkara 
yang diadilinya adalah jenis perkara menurut hukum Islam. Ada juga yang 
menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Khusus karena hanya 
mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai glongan rakyat tertentu.
1
 
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah 
satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, yang 
berwenang dalam perkara perdata Islam tertentu dan tidak mencakup seluruh 
perdata Islam.
2
 
Bagi umat Islam Indonesia, eksistensi Peradilan Agama tidak bisa 
dipisahkan, karena merupakan condition sine qua non sepanjang ada umat 
Islam, sepanjang itu pula Peradilan Agama ada, meskipun dalam bentuknya 
yang sederhana dan kewenangan yang sangat terbatas. Karena itu bukan 
sesuatu yang baru dalam dinamika sejarah Indonesia eksistensi Peradilan 
Agama.
3
 
                                                          
1
 Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 6. 
2
 Ibid,. hlm. 7. 
3
 H Wahyu Widiana, Peradilan Agama dari Serambi Masjid ke Serambi Dunia, 
(Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2012), hlm. 110. 
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Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama 
mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan 
eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan 
lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan 
Undang-undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi 
mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan 
benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan 
dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.
4
 
Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 
tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan: 
a. Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial 
berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan 
Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang 
tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah 
Agung. 
b. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan-
lingkungan : peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha 
negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-
                                                          
4
 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 
1996), hlm. 89. 
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masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan 
kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara 
bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun. 
c. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
5
 
Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk 
tim kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat 
peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehingga 
Peradilan Agama saat ini sedang memerankan eksistensinya setelah berada 
dalam satu atap kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan 
pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan Undang-undang ini Peradilan 
Agama tercabut dari Departemen Agama dan masuk ke Mahkamah 
Agung, ini berarti pengakuan yuridis, politis, dan sosiologis terhadap 
lembaga peradilan agama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan 
kehakiman di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, berisi bahwa 
lingkungan peradilan dibagi menjadi empat yaitu: 
1) Lingkungan peradilan umum adalah pengadilan negeri, pengadilan 
tinggi, mahkamah agung. 
2) Lingkungan peradilan Agama adalah pengadilan agama, pengadilan 
tinggi agama, mahkamah agung. 
                                                          
5
 M Yahya Harahap, Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2001), hlm. 9. 
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3) Lingkungan peradilan militer adalah mahkamah militer, mahkamah 
militer tinggi, mahkamah agung. 
4)  Lingkungan peradilan tata usaha negara adalah peradilan tata usaha 
negara, peradilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung.
6
 
 Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang 
beragama Islam saja, jadi lembaga peradilan khusus diperuntukkan bagi 
umat Islam saja, hal ini menunjukkan bahwa bagi umat Islam yang 
berperkara dapat menyelesaikannya melalui peradilan yang hakim-
hakimnya beragama Islam serta diselesaikan menurut agama Islam.  
Kekuasaan atau kewenangan Pengadilan berkitan dengan dua hal 
hukum acara yaitu kekuasaan relative dan kekuasaan absolut.
7
 Wewenang 
Pengadilan Agama Klaten terdiri dari wewenang absolut dan wewenang 
relatif: 
a) Wewenang absolut 
Wewenang absolut Pengadilan Agama berkenaan dengan 
jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pasal 49 ayat (1) 
UU No.7 Tahun 1989 yang telah di amandemen dengan UU 
Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 
                                                          
6
 Mukti Arto, Praktek-Praktek perkara Perdata Pengadilan Agama, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15. 
7
 Basiq Djalil, Peradilan Islam …, hlm. 202. 
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beragama Islam dibidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, 
Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi syariat.
8
 
b) Wewenang relatif  
Wewenang relatif berkenaan dengan daerah hukum suatu 
pengadilan.
9
 Dalam undang-undang No.7 Tahun 1989 disebutkan 
Pengadilan Agama berkedudukan di kota madia atau kabupaten 
yang daerahnya meliputi wilayah kota madia atau kabupaten. 
Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang sama 
jenis dan tingkatan. Misalnya antara Pengadilan Negeri Bogor 
dengan Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim 
dan Pengadilan Agama Baturaja.
10
 
Profil Pengadilan Agama Klaten 
 
1 NAMA Pengadilan Agama Klaten 
2 ALAMAT Jl. KH. Samanhudi No. 9 
Klaten Telp. 
0272-321513 Fax. 0272-
321513 
3 WILAYAH HUKUM  
 Kecamatan 26 Kecamatan 
                                                          
8
 Basiq Djalil, Peradilan Islam …, hlm. 205. 
9
 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2000), hlm. 220. 
10
 Basiq Djalil, Peradilan Islam …, hlm. 202. 
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 Desa/Kelurahana 401 Desa/ Kelurahan 
 Batas wilayah  Sebelah timur Kab. 
Sukoharjo 
  Sebelah selatan Kab. Gun. 
Kidul 
  Sebelah barat Kab. Sleman 
  Sebelah utara Kab. 
Boyolali 
4 LETAK GEOGRAFIS 110º30’ - 110º45’ Bujur 
Timur Dan 
7º30’-7º45’ Lintang Selatan 
 
Dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama Klaten 
Pengadilan Agama Klaten dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 
152 Tahun 1882 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan 
Madura dengan nama Raad Agama/ Penghulu Laandraad jo Staatsblad 
Nomor 116 dan 610 Tahun 1937 dan Staatsblad Nomor 3 Tahun 1940 jo 
Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 (Pasal 106) jo. UU No.3 Tahun 
2003 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989. Pengadilan Agama 
Klaten yang berkantor di Jl. KH. Samanhudi No. 9 Klaten dibangun pada 
tahun 1996/1997 dengan dana APBN. 
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2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klaten 
Untuk menghasilkan kerja yang baik, perlu dibutuhkan sistem 
pemerintahan yang baik, efektif dan berdaya guna sesuai surat edaran 
Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Klaten memiliki struktur organisasi 
sebagai berikut:
11
 
Susunan Pejabat Pengadilan Agama Klaten 
No  Nama  Jabatan 
1 Drs. H M Rosyd Yakub, M.H Ketua 
2 Drs. Agus Yunih, SH.,M.H Wakil Ketua 
3 Warni, SH Sekretaris 
4 Mokhamad Farid, S.Ag, M.H Panitera 
5 Uswatun Chasanah, SH Wakil Panitera 
6 Isti Wajinah SH Panmud Permohonan 
7 Siti Suharsi S.Ag Panmud Hukum 
8 Drs. Agus Parwito, SH Panitera Pengganti 
9 Widodo SH Panitera Pengganti 
10 Moh. Abdus Shobur SH Panitera Pengganti 
11 Jumeno SH Jurusita 
12 Himawan Antoni SH,.MH Jurusita Pengganti 
13 Desi Retno Utari A.Md Jurusita Pengganti 
14 Wardoyo Dwi Astoto SE Sub. Bag perencanaan 
teknologi informasi dan 
                                                          
11
 Website profil Pengadilan Agama Klaten diakses 5 Februari 2018, pukul 09.45 wib. 
55 
 
 
 
pelaporan 
15 Ismail Jamil Sub. Bag. Ortala 
 
Kemudian susunan Hakim Pengadilan Agama Klaten 
No Nama 
1 Muh Dalhar Asnawi, SH 
2 Drs. Haji Arif Puji Haryanto SH,. M.Si 
3 Dra. Hj. Siti Faridah 
4 Drs. Ahmad Wahib, SH. 
5 Dra. Sri Sangadatun, MH 
 
Nama-nama yang telah menjabat sebagai ketua di Pengadilan 
Agama Klaten:
12
 Sejak berdirinya, Pengadilan Agama Klaten telah 
dipimpin oleh Ketua. Nama-nama yang telah menjabat ketua pada 
Pengadilan Agama Klaten sejak tahun 1947 s/d sekarang: 
1. Bapak Ibrahim, dari tahun 1947 s/d tahun 1951, kantor bertempat di 
sidowayah ( kontrak rumah Bpk. H. Saebani ). 
2. Bapak Saibani, dari tahun 1951 s/d tahun 1964 masih menempati kantor 
di sido wayah. 
3. Bapak Kh. Abdul Kadir dari tahun 1964 S/D 1976, pada tahun 1966 
Kantor pidah dari Sidowayah ke Mlinjon tepatnya di Gg Dahlia juga 
masih kontrak rumah pebduduk.kemudian pada tahun 1972 Pindah ke 
                                                          
12
 Website Pengadilan Agama Klaten diakses 5 Februari 2018, pukul 09.45 wib. 
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Kompleks Masjid Raya Klaten menenpati gedung BP4 ( yang sekarang 
ditempati KUA Katen Tengah) 
4. Bapak Achid Maaduki, mulai tahun 1976 s/d 1978. 
5. Bapak Drs. Barizi, mulai tahun 1978 s/d 1983, dan tepat pada tahun 
1981 Kantor pindah kesebelah selatan kantor lama, menempati gedung 
Proyek Balai Sidang Pengadilan Agama Klaten. 
6. Bapak Drs. H. Suhaimi, mulai tahun 1983 s/d tahun 1992, masih tetap 
menempati gedung yang sama yaitu di Komplek Masjid Raya Klaten 
berhadapan dengan alun-alun dan Pasar Besar Klaten. 
7. Bapak. Drs. Suharto, tahun 1992 s/d 1993. 
8. Bapak Drs. Duror Mansur.S.H TAHUN 1993 S/D 1994. 
9. Bapak Drs. H. Muhsoni,SH mulai tahun 1994 s/d 1999, tepat pada 
bulan Juni 1996 Kantor Pengadilan Agama Klaten boyongan ke Lokasi 
Kantor yang baru tepat di Jl. Kopral Sayom( KH. Saman Hudi) N0. 9 
Klaten, berdekatan dengan Stasiun Klaten . 
10. Drs. H. Bunyamin, SH mulai Bulan Pebruari 1999 s/d bulan Januari 
2002. 
11. Ibu Dra. Hj. Ayunah M Zabidi mulai tanggal. 24 Januari 2002 s/d 26 
Juni 2006. 
12. Drs.H. A. Sahal Maksun. MSi dari tanggal 26 Juni 2006 s/d 30 
Desember 2011. 
13. Drs. H. M. Kahfi, SH mulai tanggal 30 Desember 2011 s/d 31 Agustus 
2015. 
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14. Drs. H.M. Rosyid Yakub, M.H. mulai tanggal 22 September 2015 s/d 
2017. 
15. Drs. Agus Yunih S.H.,M.Hi 2017 s/d sekarang. 
 
B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Tentang 
Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Nomor: 
1976/Pdt.G/2014/PA.Klt. 
 
1. Deskripsi Perkara Nomor: 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt. Tentang 
Pembatalan Hibah terhadap Anak Angkat. 
Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam di sini 
penulis akan menjelaskan tentang duduk perkara sengketa pembatalan 
hibah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Klaten untuk 
mengetahui lebih jelasnya tentang perkara dalam putusan tersebut . 
Dalam kasus ini duduk perkaranya sebagai berikut : 
Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami istri yang bernama 
Parman Karsodikromo dan Ngadinah Karsodikromo yang bertempat 
tinggal di dk. Kebon Pakel, ds. Mundu, Kec. Tulung, Kab. Klaten. 
Bahwa dalam pernikahan Parman Karsodikromo dan Ngadinah 
Karsodikromo dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Martodiryo 
alias Mukinu dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem.  Bahwa Parman 
Karsodikromo telah meninggal dunia pada tanggal 02-1-1972 dan 
Ngadinah Karsodikromo meninggal dunia pada tanggal 21-05-1974. 
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Bahwa alm. Parman Karsodikromo dan almh. Ngadinah Karsodikromo 
selain meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Martodiryo alias Mukinu 
dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem, juga meninggalkan harta warisan 
yang berupa  Tanah pekarangan persil : 99 ptk.3 kls.II luas 2335 m2 
dengan batas-batas  
Utara : Trimo Wiyono 
Selatan : Wiryo 
Barat : Sakimin 
Timur : Wiryosupi 
Tanah Tegalan persil : 93a ptk.66 kls.IV luas 5675 m2 dengan 
batas-batas: 
Utara : Sungai 
Selatan : Sungai 
Barat : Martodriyo dan Sudiman 
Timur : Kartodiryo 
Yang semuanya terletak di Ds. Mundu, Kec. Tulung, Kab. 
Klaten, ( tertulis dalam buku C No. 80 desa Mundu ) yang kemudian 
untuk pekarangan persil: 99 ptk. 3 kls. II luas 2335 m2 telah dikonversi 
menjadi SHM no.38 dan persil: 93a ptk. 66 kls. IV luas 5675 m2 
menjadi SHM no.39 atas nama Ny.Sutiyem istri Jantomiharjo (akta 
hibah no.74 dan 75 tahun 1977), lalu pada tahun 2007 SHM no.38 dan 
SHM no.39 tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Andi 
Sugiyanto (Tergugat ) dengan akta hibah No.1128/Hib/X/2007 dan akta 
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hibah No.1129/Hib/X/2007 yang dibuat oleh notaris Ananto Kumoro, 
SH (notaris di Klaten), selanjutnya disebut objek sengketa. 
Bahwa dalam pernikahannya Martodiryo alias Mukinu 
dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sutiyem, 
sedangkan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem dikaruniai seorang 
anak laki-laki bernama Narto Narto Wiratno (penggugat). Bahwa 
Martodiryo alias Mukinu telah meninggal dunia pada tanggal 16-
11-1980 dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem meninggal dunia 
pada tanggal 27-05-1998. Bahwa objek sengketa adalah merupakan 
harta warisan atau harta gawan atau harta asal dari alm. 
Karsodikromo yang pada tanggal 20-7-1977 oleh Martodiryo alias 
Mukinu dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem telah dihibahkan 
kepada Ny. Sutiyem istri Jantomiharjo (akta Hibah no.74/1977 dan 
akta hibah no.75/1977. Bahwa dalam pernikahannya Ny. Sutiyem 
istri Jantomiharjo tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat seorang 
anak laki-laki yang bernama Andi Sugiyanto (Tergugat ) anak dari 
pasangan suami istri Bp. Martodikromo dan Ny. Leginem dengan 
akta pengangkatan anak nomor : 34 tanggal 19 Desember 1990 
yang dibuat oleh Notaris Arini Hidaya, SH notaris di Klaten.  
Bahwa Objek sengketa tersebut oleh Ny. Sutiyem istri 
Jantomiharjo, telah dihibahkan semuanya kepada Tergugat (anak 
angkat) dengan akta hibah nomor : 1128/Hib/X/2007 dan akta 
hibah Nomor : 1129/HIB/X/2007 tanggal 26-10-2007 yang dibuat 
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oleh Ananto Kumoro. SH selaku PPAT, sehingga perbuatan 
tersebut merugikan Penggugat dan sudah selayaknya kalau hibah 
tersebut dibatalkan. Bahwa dikarenakan objek sengketa tersebut 
adalah harta warisan gawan yang berasal dari almarhum 
Karsodikromo ( kakek dari Ny. Sutiyem) , yang mana Ny. Sutiyem 
dan Penggugat dalam hal ini mempunyai kedudukan hukum yang 
sama, yaitu sama-sama cucu dari alm. Karsodikromo , maka 
perbuatan pemberian hibah yang dilakukan oleh Ny. Sutiyem 
kepada Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat dan 
telah melanggar pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. 
Bahwa dikarenakan hibah tersebut melebihi 1/3 bagian dan telah 
merugikan ahli waris yang lain (Penggugat), maka sudah 
selanyaknya kalau hibah tersebut dibatalkan.  
Bahwa Ny. Sutiyem telah meninggal dunia pada tanggal 
11-05-2010 dan tidak mempunyai anak kandung, tetapi 
mengangkat anak yaitu Tergugat, dikarenakan objek sengketa 
tersebut adalah merupakan harta warisan gawan dari alm. 
Karsodikromo, menurut undang-undang harta warisan tersebut 
harus kembali kepada orang tua pewaris kalau masih ada, tetapi 
kalau tidak ada menjadi hak dari saudara kandung atau ahli waris 
penggantinnya , dalam hal ini yaitu Penggugat sebagi ahli waris 
pengganti Ny. Karyodimejo alias Kamiyem (saudara kandung 
Martodiryo alias Mukinu ayah dari Ny. Sutiyem).  
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Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon 
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten melalui Majelis 
Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai 
berikut: 
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk 
Seluruhnya. 
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris 
pengganti yang sah dari almh. Ny. Karyodimejo alias Kamiyem. 
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa tanah 
pekarangan SHM No.38 dan tanah tegalan SHM No.39 yang 
terletak di Ds. Mundu, Kec. Tulung, Kab. Klaten adalah 
merupakan harta asal dari peninggalan alm. Parman 
Karsodikromo dan almh. Ngadinah Karsodikromo yang masih 
utuh dan belum dibagi waris. 
4. Menyatakan menurut hukum bahwa hibah yang berdasarkan 
akta hibah nomor : 1128/Hib/X/2007 dan akta hibah nomor : 
1129/HIB/X/2007 tanggal 26/10/2007 yang dibuat oleh PPAT 
Ananto Kumoro .SH adalah batal demi hukum dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum. 
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa SHM no.38 
dan SHM no.39 yang sekarang menjadi atas nama Tergugat 
adalah tidak sah dan batal demi Hukum serta tidak mempunyai 
kekuatan hukum. 
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6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa 
dan menyerahkan sertifikat hak milik No.38 dan sertifikat hak 
milik No.39 kepada Penggugat untuk dibaliknama menjadi atas 
nama Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan apabila 
Tergugat menolak maka dapat minta bantuan kepada kepolisian 
RI. 
7. Menyatakan menurut hukum apabila keputusan ini telah 
berkekuatan hukum tetap dapat untuk melaksanakan proses 
balik nama tanah objek sengketa tersebut menjadi atasnama 
Penggugat meskipun tanpa persetujuan atau hadirnya Tergugat. 
8.  Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. 
 
Dengan diajukan gugatan penggugat ke Pengadilan Agama 
Klaten maka Pengadilan Agama Klaten berhak menerima dan tidak 
boleh menolak karena termasuk kewenangan absolut dan kewenangan 
relatif Pengadilan Agama Klaten. Dalam penyelesaian perkara tersebut 
Pengadilan Agama Klaten memberikan amar putusan yang intinya, 
berbunyi : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. 
2. Menyatakan menurut hukum bahwa almh. Ny. Sutiyem adalah 
Pewaris Aquo. 
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Andi Sugiyanto 
adalah anak angkat almh. Ny. Sutiyem.  
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4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Narto Narto 
Wiratno adalah Dzawil Arham dari almh. Ny. Sutiyem.  
5. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa Aquo 
adalah.  
a. Tanah pekarangan terletak di Desa Mundu, Kecamatan 
Tulung, Kabupaten Klaten SHM No. 38 luas 2335 m2 
dengan batas-batas  
Selatan : Wiryo 
Barat : Sakimin 
Timur : Wiryosupi 
Utara : Trimo Wiyono 
b. Tanah tegalan terletak di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, 
Kabupaten Klaten SHM No. 39 luas 5675 m2 dengan 
batas-batas : 
Utara : Sungai 
Selatan : Sungai 
Barat : Martodiryo dan Sudiman 
Timur : Kartodiryo 
6. Membatalkan hibah tanah pekarangan SHM 38 dan tanah tegalan 
SHM 39 berdasarkan akta hibah Nomor : 1129/Hib/X/2007 tanggal 
26 Oktober 2007 yang dibuat oleh PPAT Ananto Kumoro, SH 
Menetapkan bahwa: 
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a. Tergugat Andi Sugiyanto mendapatkan 1/3 bagian dari 
harta peninggalan almh. Ny. Sutiyem sebagaimana angka 5 
amar diatas.  
b. Penggugat Narto Narto Wiratno mendapatkan 2/3 bagian 
dari harta peninggalan alm. Ny. Sutiyem sebagaimana 
angka 5 (lima) amar diatas 8 Menghukum Tergugat Andi 
Sugiyanto untuk menyerahkan 2/3 dari tanah pekarangan 
SHM No. 38 luas 2335 m2 dan tanah tegalan SHM No. 39 
luas 5675 m2 kepada Penggugat Narto Narto Wiratno. 
 
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 
1976/Pdt.G/2014/PA.Klt. 
Berdasarkan uraian kejadian (Posita) yang diajukan oleh 
penggugat dengan perkara Nomor :1976/Pdt.G/2014/PA.Klt, maka 
Pengadilan Agama Klaten bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut. Hal tersebut 
dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang 
Nomor 50 Tahun 2009. 
Disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara ditingkat pertama diantara orang-orang beragama Islam 
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antara lain di bidang hibah. Serta dengan adanya asas-asas umum 
Peradilan Agama, setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan di 
Lingkungan Peradilan Agama harus diperiksa dan Pengadilan tidak 
boleh menolak untuk memeriksa dengan alasan tidak ada dasar 
hukum yang mengatur, belum mengatur, atau kurang jelas 
mengatur. Hal ini dirumuskan dalam pasal 56 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang 
menyatakan : 
“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus 
suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, 
melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.” 
Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan 
perkara dianggap tahu akan hukumnya. Hal ini dikenal dengan asas 
ius curia novit.
13
 Dalam menyelesaikan perkara, Hakim peradilan 
agama berdasarkan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta 
Kompilasi Hukum Islam yang statusnya sebagai hukum materiil di 
lingkungan Peradilan Agama di Indoneisa. Dalam kasus 
pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat dengan perkara 
Nomor : 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt, kepada Pengadilan Agama 
Klaten yaitu supaya dibatalkan sesuai dengan aturan hukum yang 
berlaku. Maka Pengadilan Agama Klaten tidak boleh untuk 
menolaknya. Setelah perkara diterima, maka majelis hakim harus 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. 
                                                          
13
 Lihat pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. 
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Sebelum memutus perkara Nomor : 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt, 
Majelis Hakim haruslah mempunyai dasar pertimbangan hukum 
yang dijadikan alasan untuk menyelesaikan perkara yang 
diajukannya.  
Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :   
“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan 
dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal 
tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber 
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” 
Dalam perkara nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt, tujuan dari 
penggugat adalah agar mendapat sebagian harta dari Ny.Sutiyem 
karena hibah yang diberikan kepada anak angkatnya Andi 
Sugiyanto melebihi 1/3 bagian dan telah melanggar ketentuan pasal 
dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian majelis hakim memutus 
perkara tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 
maupun jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di 
atas, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir 
dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan 
kedua pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, dekimian juga 
upaya perdamaian melalui mediasi Drs. H. Wahid Afani, MSI akan 
tetapi juga tidak berhasil. Menimbang, bahwa oleh karena upaya 
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perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini 
dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap 
dipertahankan Penggugat, bahwa terlebih dahulu perlu 
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah dalil Penggugat yang 
memohon agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa 
Penggugat adalah ahli waris Pengganti yang sah dari alm. Ny. 
Karyodimejo alias Kamiyem Menimbang, bahwa dalil tersebut 
telah dibantah oleh Tergugat Menimbang, bahwa untuk 
mempertimbangkan dalil Penggugat aquo maka dengan 
pertimbangan-pertimbangan berikut akan dapat ditarik suatu 
kesimpulan, sehingga Penggugat sebagai ahli waris pengganti yang 
sah dari alm. Ny. Karyodimejo alias Kamiyem atau bukan atau 
dengan kata lain bahwa kedudukan Penggugat sebagai apa dalam 
perkara ini. 
Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu perlu 
dipertimbangkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini 
adalah 
1. Tanah pekarangan persil 99 ptk,3 kls,II luas 2335 m2 
dengan batas-batas : 
Utara  : Trimo Wiyono 
Selatan  : Wiryo 
Barat  : Sakimin 
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Timur  : Wiryosupi. 
2. Tanah Tegalan persil 93a ptk,66 kls.IV luas 5675 m2 
dengan batas-batas : 
Utara  : Sungai 
Selatan  : Sungai 
Barat  : Martodriyo dan Sudiman 
Timur : Kartodiryo 
Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan 
setempat ternyata tanah pekarangan dan  tanah tegalan yang 
ditunjukkan oleh para pihak adalah sama sebagaimana dalam surat 
gugatan sehingga batas-batas tanah pekarangan dan tanah tegalan 
yangdisengketakan dalam putusan ini adalah sama sebagaimana 
tersebut dalam berita acara pemeriksaan setempat.  
Menimbang, bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat 
sepanjang menyangkut silsilah alm. Parman Karsodikromo diakui 
oleh Tergugat maka telah menjdai fakta hukum tetap, bahwa 
Parman Karsodikromo sebagai pemilik semula tanah yang 
disengketakan, mempunyai 2 orang anak yaitu Martodiryo alias 
Mukinu dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem, Mukinu mempunyai 
1 orang anak bernama Sutiyem dan Ny. Karyodimejo alias 
Kamiyem mempunyai 1 orang anak yang bernama Narto Narto 
Wiratno yaitu Penggugat. Menimbang, bahwa Majlis Hakim perlu 
mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa 
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obyek sengketa, tanah pekarangan, SHM No. 38 dan tanah tegalan 
SHM No. 39 yang terletak di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, 
Kabupaten Klaten adalah merupakan harta asal dari peninggalan 
alm. Parman Karsodikromo dan almh. Ngadinah Karsodikromo 
yang masih utuh dan belum dibagi waris. 
Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil tersebut 
dengan alasan sebagai berikut. Menimbang, bahwa ibu Penggugat 
telah menerima bagian tanah baik pekarangan maupun tanah 
tegalan yaitu: 
1. Tanah pekarangan dan rumah luas +1.128 m2 yang 
terletak di Kebonpakel, Desa Mundu, Kecamatan 
Tulung, Kabupaten Klaten dengan batas-batas :  
Utara : Warno Miarjo 
Selatan : Sungai 
Timur  : Kromo Sidul 
Barat  : Warno Sumarjo 
2. Tanah Tegalan + 3.120 m2 letak di Kebonpakel, Desa 
Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dengan 
batas-batas : 
Utara  : Suwarno Sumarjo  
Selatan  : Sungai, 
Timur  : Miarjo  
Barat  : Pur 
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat yang 
menyatakan bahwa ibu  Penggugat telah menerima bagian tanah 
pekarangan dan rumah luas +1.128 m2 yang terletak di Kebonpakel, 
Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dan tanah 
Tegalan + 3.120 m2 letak di Kebonpakel, Desa Mundu, Kecamatan 
Tulung, Kabupaten Klaten, maka Tergugat telah mengajukan 2 orang 
saksi masing-masing Tukinu Harto Mulyono bin Tomijo dan Sis 
Ariyanto bin Sukadi, kedua saksi bersumpah menurut agamanya Islam. 
Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Sdr. 
Tukinu Harto Mulyono bin Tomijo ada hubungan sebagai kakak ipar 
Tergugat, demikian juga Sis Ariyanto bin Sukadi sebagai adik ipar 
TergugatMenimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan 
pasal 145 ayat (1) HIR kesaksian dua orang saksi tersebut tidak dapat 
diterima atau harus ditolak. Menimbang, bahwa disamping itu dalil 
Tergugat tersebut ternyata tidak jelas karena hanya menyebutkan 
Kamiyem Karyo Dimejo telah mendapatkan bagian tanah, hal mana 
tidak disebutkan berasal dari mana tanah tersebut. 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat, 
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P.10 dan P.16, bukti 
mana merupakan akta otentik bermaterai cukup sesuai dengan aslinya 
sehingga mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat dan dengan 
didukung oleh keterangan dua orang saksi, saksi mana memberikan  
keterangan dibawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal dan 
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material dan keterangan saksi satu sama dengan yang lain bersesuaian, 
oleh sebab itu telah terbukti bahwa tanah pekarangan atas nama ibu 
(Kamiyem) Penggugat luas + 1128 m2 SHM 106 (P.10) dari negara 
dan tanah tegalan atas nama Penggugat luas + 3120 m2 SHM 40 (P.16) 
berasal dari pemberian orang tua Penggugat bernama Tukiman 
Karyodimejo yang dibeli dari Wiro Pariyem . 
Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim perlu 
mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat yaitu P.1 dan P.2 
sebagai bukti Penggugat tentang asal usul tanah sengketa dan 
pernyataan bahwa tanah sengketa masih utuh belum dibagi waris. 
Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang bermaterai 
cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan 
mengenai hibah yang dilakukan oleh Martodiryo alias Mukinu dan Ny. 
Karyodimejo alias Kamiyem terhadap Ny. Sutiyem istri Janto Miharjo 
atas tanah pekarangan persil 99 nomor c 80 ptk,3 kls,II luas 2335 m2, 
diterangkan pula dalam akta tersebut bahwa tanah tersebut dari harta 
peninggalan alm. Karsodikromo. 
Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang 
bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut 
menerangkan mengenai hibah yang dilakukan oleh Martodiryo alias 
Mukinu dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem terhadap Ny. Sutiyem 
istri Janto Miharjo atas tanah tegalan persil 93a, ptk 66 kls.IV luas 
5675 m2, diterangkan pula dalam akta tersebut bahwa tanah tegalan 
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tersebut peninggalan almarhum Karsodikromo Menimbang, bahwa 
Majlis Hakim berpendapat dengan mendasarkan bukti P.1 dan P.2 
yang diajukan oleh Penggugat bukti mana berupa akta otentik yang 
mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab 
itu harus dinyatakan bahwa tanah pekarangan SHM no. 38 dahulu 
persil no. 99 dan tanah tegalan SHM no. 39 persil no. 93a, telah dibagi 
waris dari alm. Parman Karsodikromo kepada kedua anaknya yaitu 
Martodiryo alias Mukinu dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem yang 
selanjutnya kedua orang anak Parman Karsodikromo secara bersama-
sama menghibahkan kepada Sutiyem istri Janto Miharjo anak 
perempuan Martodiryo alias Mukinu. 
Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil Penggugat sepanjang 
menyangkut atau yang menyatakan harta peninggalan Parman 
Karsodikromo masih utuh atau belum dibagi waris tidak terbukti, maka 
harus ditolak. Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majlis Hakim 
menetapkan bahwa tanah pekarangan SHM 38 dan tanah tegalan SHM 
39 terletak di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten 
sebagaimana dalam bukti P.5 dan P.6 adalah tanah milik Sutiyem yang 
berasal dari Parman Karsodikromo. Menimbang, bahwa Majlis Hakim 
perlu mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa 
hibah yang berdasarkan akta hibah nomor 1129/Hib/X/2007 tanggal 28 
Oktober 2007 yang dibuat oleh PPAT Ananto Kumoro, SH adalah 
batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
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Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tuntutan tersebut perlu 
dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat sebagai anak angkat 
almh. Ny. Sutiyem. 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan T.4 berupa 
fotocopy bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, hal mana merupakan 
akta otentik maka mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat, oleh 
sebab itu telah terbukti bahwa Andi Sugiyanto yaitu Tergugat adalah 
anak angkat almh. Ny. SutiyemMenimbang, bahwa berdasarkan bukti 
P.3 , P.4 dan T.5, T.6, T.7, dan T.8 masingmasing berupa fotocopy 
sesuai aslinya bermaterai cukup, hal mana merupakan akta otentik 
maka mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat, oleh sebab itu 
telah terbukti bahwa almh. Ny. Sutiyem telah menghibahkan seluruh 
tanah pekarangan SHM 38 dan tanah tegalan SHM 39 terletak di 
Kebonpakel, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten 
kepada anak angkatnya yang bernama Andi Sugiyanto.  
Menimbang bahwa untuk menentukan syarat keabsahan suatu 
hibah dalam perkara aquo maka Majlis Hakim mendasarkan pada 
ketentuan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang 
menyatakan “bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 
tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan 
sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau 
lembaga dihadapan kedua orang saksi untuk dimiliki”  
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis 
Hakim berpendapat bahwa ketentuan batas maksimal hibah atau paling 
banyak adalah 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta pemberi hibah dalam 
hal ini almh. Ny. Sutiyem. Menimbang, bahwa oleh sebab itu 
perbuatan almh. Ny. Sutiyem menghibahkan seluruh tanah pekarangan 
SHM No. 38 dan tanah tegalan SHM No. 39 kepada Tergugat Andi 
Sugiyanto adalah bertentangan dengan pasal 210 ayat (1) Kompilasi 
Hukum Islam. Menimbang, bahwa dengan demikian hibah tanah SHM 
No. 38 dan SHM. No. 39 dari almh. Ny. Sutiyem terhadap Tergugat 
Andi Sugiyanto adalah batal menurut hukum atau dapat dibatalkan. 
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majlis Hakim 
menetapkan bahwa Tergugat Andi Sugiyanto berhak mendapatkan 1/3 
dari tanah pekarangan SHM No. 38 dan 1/3 dari tanah tegal SHM No. 
39  
Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan sisa 1/3 dari tanah 
pekarangan SHM No. 38 dan tanah tegalan SHM No. 39 yang telah 
menjadi hak Tergugat Andi Sugiyanto itu kemudian siapa yang berhak 
atau menjadi hak siapa. Menimbang, bahwa pembagian dan 
penyelesaian harta warisan itu harus tuntas dan menyeluruh, oleh 
sebab itu perlu dipertimbangkan tentang ahli waris maupun harta 
warisan aquo. Menimbang, bahwa yang termasuk z}awil arh}a>m antara 
lain adalah bibi atau anak bibi dari pewaris aquo almh. Ny. Sutiyem, 
dalam hal ini Penggugat Narto Narto Wiratno, bahwa Majelis Hakim 
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mendasarkan ketentuan ini sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq dalam 
bukunya Fiqh Sunah (terjemahan) jilid 5 halaman 630 dan 631. 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka harta 
warisan dari Ny. Sutiyem harus dibagi kepada Tergugat Andi 
Sugiyanto selaku anak angkat mendapatkan 1/3 sebagaimana telah 
dipertimbangkan diatas dan kepada Penggugat Narto Narto Wiratno 
sebagai z}awil arh}a>m dari almh. Ny Sutiyem dengan mendapat bagian 
2/3 atau sisa dari 1/3 dari harta peninggalan almh. Ny Sutiyem yaitu 
tanah SHM 38 berupa tanah pekarangan di Kebonpakel, Desa Pogung, 
Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dan tanah SHM 39 berupa tanah 
tegalan yang terletak di Kebonpakel, Desa Pogung, Kecamatan 
Tulung, Kabupaten Klaten. 
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BAB IV 
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PEMBATALAN HIBAH 
NOMOR: 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt MENURUT KOMPILASI HUKUM 
ISLAM DAN FIKIH 
 
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pembatalan Hibah 
Anak Angkat Di Pengadilan Agama Klaten. 
Pengadilan Agama berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, 
kebenaran dan kepastian hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 1 ayat menyatakan bahwa 
ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah sehingga 
berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam dalam bidang:
1
 Perkawinan, Waris, Wasiat, 
Hibah, Wakaf, Zakat, Shadaqah, Infaq, Ekonomi Syariah. 
Kewenangan untuk memeriksa atau mengadili dalam hal 
pembatalan hibah/penarikan hibah adalah Pengadilan Agama Klaten 
dengan nomor perkara 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt. Hakim pengadilan 
Agama mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa serta 
menyelesaikan perkara dengan melakukan persidangan. Penyelesaian 
persidangan tersebut tercapai dengan adanya putusan hakim. Dalam 
memutuskan suatu perkara, hendaknya hakim bebas dari campur tangan 
                                                          
1
 Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 
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pihak lain dan tidak memihak salah satu diantaranya, sehingga putusan 
yang dihasilkan pun benar-benar berdasarkan atas asas keadilan.
2
 
Hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim adalah penegak 
hukum dan keadilan. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukum tidak ada atau kurang jelas. Kepastian hukum bersifat general 
sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus.
3
 
Perkara pembatalan hibah terhadap anak angkat yang ditangani 
oleh Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor : 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt.  
merupakan perkara gugatan (Contentius), yaitu tuntutan hak yang 
mengandung sengketa, dimana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, 
yaitu penggugat dan tergugat.
4
 Hakim berkewajiban untuk selalu berusaha 
mendamaikan pihak yang bersengketa, karena peran mendamaikan lebih 
utama dari sebuah putusan. Adapun tuntutan untuk selalu mendamaikan 
ini sesuai dengan ajaran Islam untuk menyelesaikan perkara dengan jalan 
damai (Islah), yakni yang tertuang dalam surat al-Hujurat ayat 9 yang 
berbunyi: 
                                                          
2
 Habibah Sahara, “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 
786/Pdt.G/2006/Pa.Klt Tentang Cerai Karena Syiqoq”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah 
IAIN Walisongo, Semarang, 2009, hlm. 60. 
3
 Mukti Arto, Pembaruan Hukum Islam Mealalui Putusan Hakim, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2015), hlm. 198. 
4
 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di 
Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media, 2007), hlm. 31. 
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                           
                             
                          
 
Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang 
satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 
melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada 
perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya 
menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah 
mencintai orang-orang yang berlaku adil”. 
 
Hakim juga berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang 
hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga putusan yang 
dikeluarkan benar, adil dan tetap menghormati manusia sebagai seorang 
hamba dan khalifatullah bukan sebagai obyek hukum belaka. Majelis 
Hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara 
dianggap tahu akan hukumnya. Hal ini dikenal dengan asas ius curia 
novit.
5
 Apabila hukum tertulis tidak ditemukan, maka Hakim wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat. 
Adapun pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara 
pembatalan hibah terhadap anak angkat Nomor : 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt.  
adalah sebagai berikut:  
Surat gugatan penggugat Narto Narto Wiratno telah terdaftar 
secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta majelis hakim telah 
                                                          
5
 Lihat pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. 
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berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat yang berperkara 
akan tetapi tidak berhasil. Duduk perkara dalam sengketa pembatalan 
hibah terhadap anak angkat bahwasanya dijelaskan anak angkat (tergugat) 
dari Ny. Sutiyem mendapatkan hibah harta melebihi dari 1/3 bagian. 
Dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Klaten 
dijelaskan bahwa menetapkan Narto Narto Wiratno (penggugat) sebagai 
dzawil arham dari Ny. Sutiyem dan hibah harta keseluruhan dari Ny. 
Sutiyem yang awalnya diberikan kepada anak angkat Andi Sugiyanto 
(tergugat) yang berupa tanah pekarangan persil : 99 ptk. 3 kls. II luas 2335 
m2 dengan batas-batas: 
Utara : Trimo Wiyono 
Selatan : Wiryo 
Barat : Sakimin 
Timur : Wiryosupi 
Tanah Tegalan persil : 93a ptk. 66 kls. IV luas 5675 m2 dengan 
batas-batas: 
Utara : Sungai 
Selatan : Sungai 
Barat : Martodriyo dan Sudiman 
Timur : Kartodiryo 
Yang semuanya terletak di Ds. Mundu, Kec. Tulung, Kab. Klaten, 
(tertulis dalam buku C No. 80 Desa Mundu) yang kemudian untuk 
pekarangan persil: 99 ptk. 3 kls. II luas 2335 m2 telah dikonversi menjadi 
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SHM no. 38 dan persil: 93a ptk. 66 kls. IV luas 5675 m2 menjadi SHM 
no. 39 atas nama Ny. Sutiyem istri Jantomiharjo (akta hibah no. 74 dan 75 
tahun 1977), lalu pada tahun 2007 SHM no. 38 dan SHM no. 39 tersebut 
telah dibalik nama menjadi atas nama Andi Sugiyanto (Tergugat ) dengan 
akta hibah No.1128/Hib/X/2007 dan akta hibah No.1129/Hib/X/2007 yang 
dibuat oleh notaris Ananto Kumoro, SH (notaris di Klaten). 
Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Klaten 
dengan alasan seperti yang termaktub dalam salinan putusan bahwa  
1. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa tanah pekarangan 
SHM No.38 dan tanah tegalan SHM No. 39 yang terletak di Ds. 
Mundu, Kec. Tulung, Kab. Klaten adalah merupakan harta asal dari 
peninggalan alm. Parman Karsodikromo dan almh. Ngadinah 
Karsodikromo yang masih utuh dan belum dibagi waris. 
2. Menyatakan menurut hukum bahwa hibah yang berdasarkan akta hibah 
Nomor : 1128/Hib/X/2007 dan akta hibah Nomor : 1129/HIB/X/2007 
tanggal 26/10/2007 yang dibuat oleh PPAT Ananto Kumoro. SH adalah 
batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Alasan penggugat yang pertama bahwa harta masih utuh dan belum 
dibagi waris ternyata tidak terbukti. Berdasarkan pemeriksaan para saksi-
saksi yang telah hadir dipersidangan serta pengakuan dari penggugat 
maupun tergugat. Kemudian Majelis Hakim memutus bahwa harta yang 
diberikan kepada Ny. Sutiyem merupakan kesepakatan bersama yang 
dalam salinan putusan berbunyi:  
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan 
mendasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat bukti mana 
berupa akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan 
mengikat, oleh sebab itu harus dinyatakan bahwa tanah pekarangan SHM 
No. 38 dahulu persil No. 99 dan tanah tegalan SHM No. 39 persil No. 93a, 
telah dibagi waris dari alm. Parman Karsodikromo kepada kedua anaknya 
yaitu Martodiryo alias Mukinu dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem yang 
selanjutnya kedua orang anak Parman Karsodikromo secara bersama-sama 
menghibahkan kepada Sutiyem istri Janto Miharjo anak perempuan 
Martodiryo alias Mukinu. 
Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil Penggugat sepanjang 
menyangkut atau yang menyatakan harta peninggalan Parman 
Karsodikromo masih utuh atau belum dibagi waris tidak terbukti, maka 
harus ditolak.  
Menimbang, bahwa  oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan 
bahwa tanah pekarangan SHM 38 dan tanah tegalan SHM 39 terletak di 
Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten sebagaimana dalam 
bukti P.5 dan P.6 adalah tanah milik Sutiyem yang berasal dari Parman 
Karsodikromo. 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan 
tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa hibah yang berdasarkan akta 
hibah nomor 1129/Hib/X/2007 tanggal 28 Oktober 2007 yang dibuat oleh 
82 
 
 
 
PPAT Ananto Kumoro, SH adalah batal demi hukum dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum. 
Berdasarkan uraian di atas tanah yang menjadi obyek sengketa 
merupakan hak dari Ny. Sutiyem karena pihak keluarga telah sepakat 
memberikan tanah kepada Ny. Sutiyem dan kemudian Ny.Sutiyem tidak 
dikaruniai seorang anak kemudian mengangkat anak (adopsi) anak angkat 
yang bernama Andi Sugiyanto (tergugat). Dari pengangkatan tersebut 
kemudian Ny. Sutiyem menghibahkan semua hartanya kepada anak 
angkatnya Andi Sugiyanto selaku tergugat dalam perkara ini. 
Berdasarkan bukti P.3 , P.4 dan T.5, T.6, T.7, dan T.8 masing-
masing berupa fotocopy sesuai aslinya bermaterai cukup, hal mana 
merupakan akta otentik maka mempunyai nilai bukti sempurna dan 
mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa almh. Ny. Sutiyem telah 
menghibahkan seluruh tanah pekarangan SHM 38 dan tanah tegalan SHM 
39 terletak di Kebonpakel, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten 
Klaten kepada anak angkatnya yang bernama Andi Sugiyanto (tergugat). 
Pertimbangan Majelis Hakim mengacu pada syarat keabsahan 
suatu hibah. Berdasarkan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang 
menyatakan bahwa orang yang telah sekurang-kurangnya 21 tahun, 
berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-
banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan 
kedua orang saksi untuk dimiliki.
6
 
                                                          
6
 Lihat ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. 
83 
 
 
 
Pertimbangan hakim dalam memutus perkara hibah Nomor: 
1976/Pdt.G/2014/PA.Klt. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 
hakim anggota Majelis yaitu bapak Dalhar Asnawi mengatakan bahwa:  
“Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara hibah 
tersebut adalah berdasarkan ketentuan KHI pasal 210 ayat (1) dimana 
ketentuan batas maksimal hibah atau paling banyak 1/3 dari seluruh harta 
pemberi hibah”.7 Dengan demikian hibah tanah SHM. 38 dan SHM. 39 
dari Ny.Sutiyem terhadap tergugat Andi Sugiyanto adalah batal demi 
hukum atau dapat dibatalkan. Kemudian dipertimbangkan kembali bahwa 
sisa dari 1/3 dari tanah pekarangan SHM 38 dan SHM 39 yang menjadi 
hak tergugat Andi Sugiyanto kemudian diberikan kepada penggugat Narto 
Narto Wiratno dimana dalam putusan dijelaskan sebagai saudara sepupu 
dari Ny. Sutiyem dan keponakan dari alm. Martodiryo alias Mukinu maka 
kedudukan penggugat dengan Ny Sutiyem adalam sebagai kerabat dekat 
dan berhak atas 2/3 harta sisa dari hibah yang diberikan Ny. Sutiyem 
kepada anak angkatnya Andi Sugiyanto. 
 
Berdasarkan hal tersebut maka harta warisan keseluruhan yang 
diberikan pihak keluarga kepada Ny. Sutiyem harus dibagi sesuai dengan 
ketentuan KHI bahwa anak angkat Andi Sugiyanto mendapat 1/3 bagian 
dan sisa dari tanah hibah tersebut diberkan kepada penggugat Narto Narto 
Wiratno yang ditetapkan sebagai z\awil arh}a>m. 
Dari pemaparan di atas menurut penulis bahwa pertimbangan 
hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah terhadap 
anak angkat disesuaikan dengan ketentuan pasal 210 ayat (1) Kompilasi 
Hukum Islam di mana KHI menjadi rujukan dalam penyelesaian di 
Pengadilan Agama. Di mana sebenarnya hibah tidak dibatalkan akan tetapi 
tetap diberi bagian 1/3 yang diberikan kepada anak angkat disesuaikan 
dengan peraturan KHI dan sisanya diberikan kepada Narto Narto Wiratno. 
                                                          
7
 Hasil Wawancara dengan Hakim PA Klaten pada tanggal 12 Januari 2018, pukul 10.00 
wib. 
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Sejak keluarnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 
154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan intruksi presiden yang memutuskan 
bahwa seluruh instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainya 
yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang 
Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan yang menjadi dasar hukum 
Hakim di Pengadilan Agama.
8
 
Sejak keluarnya intruksi Presiden maka KHI secara praktis telah 
menjadi hukum materiil terapan di Peradilan Agama yang telah digunakan 
oleh para hakim, pengacara dan pencari keadilan di samping kutipan 
kepada ayat Qur’an, Hadits Nabi atau pendapat tertentu dari buku-buku 
Fikih serta peraturan perundang-udangan lainya. Yang patut di 
pertimbangkan kembali menurut penulis adalah keseluruhan harta dari Ny. 
Sutiyem yang kemudian dihibahkan kepada Andi Sugiyanto selaku anak 
angkat (tergugat) yang dalam amar putusan Majelis Hakim tergugat 
mendapatkan 1/3 bagian dari keseluruhan harta dan sisanya 2/3 diberikan 
kepada Narto narto Wiratno yang disebut sebagai z\awil arh}a>m dari Ny. 
Sutiyem dan berhak atas sisa harta hibah yang diberikan Ny Sutiyem 
kepada anak angkatnya Andi Sugiyanto sebagai waris. 
Pendapat beberapa Imam tentang hak waris z\awil arh}a>m Pertama: 
golongan ini berpendapat bahwa z\awil arh}a>m tidak berhak mendapat 
waris. Bila harta waris tidak ada ashabul furudh atau ashabah yang 
mengambilnya , maka seketika itu dilimpahkan kepada baitul maal kaum 
                                                          
8
 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 205. 
  
85 
 
 
 
muslim. Dengan demikian tidak dibenarkan harta tersebut di berikan 
kepada z\awil arh}a>m hal ini menurut pendapat Zaid bin Tsabit r.a dan Ibnu 
Abbas r.a dan juga pendapat dua Imam yaitu Malik dan Syafi’i.9 
Kedua: Berpendapat bahwa z\awil arh}a>m berhak mendapatkan 
waris bila tidak ada as}h}a>bul furud  ataupun ashabah karena itu mereka 
berpendapat bahwa z\awil arh}a>m lebih berhak daripada di berikan ke baitul 
maal pendapat ini merupakan pendapat Jumhur ulama yaitu diantaranya 
Umar bin Khatab, Ibnu Mas’ud, dan Ali bn Abi Thalib. Dan juga pendapat 
Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal.
10
 
Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Malik dan Syafi’i 
ialah: 
1. Asal pemberian hak waris adalah dengan adanya nash Syar’i 
dan qath’i dari Al-Qur’an atau Sunnah. Dalam hal ini tidak ada 
nash yang pasti dan kuat yang menyatakan z\awil arh}a>m untuk 
mendapatkan waris. 
2. Rasulullah saw jika ditanya tentang hak waris bibi baik dari 
garis ayah maupun ibu beliau menjawab: “sesungguhnya Jibril 
telah memberitahukan kepadaku bahwa dari hak keduanya 
tidak mendapatkan waris sedikitpun”. 
3. Harta peninggalan jika tidak ada ashabul furudh dan 
ashobahnya bila diserahkan ke baitul maal akan dapat 
                                                          
9
 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani 
Press,2001), hlm. 145. 
10
 Ibid., hlm. 146. 
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mewujudkan kemashlahatan umum, sebab umat Islam akan 
ikut merasakan faedah dan manfaatnya.
11
 
Sedangkan pendapat kedua yang memperbolehkan z\awil arh}a>m 
mendapat warisan berdalih berdasarkan firman Allah swt dalam surat An-
Nisa’ ayat 7: 
                     
                         
    
Artinya:Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada 
hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 
ditetapkan. 
 
Melalui ayat ini Allah Swt menyatakan bahwa kaum laki-laki dan 
wanita mempunyai hak untuk menerima warisan yang ditinggalkan 
kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak. Seperti yang disepakati Jumhur 
Ulama bahwa yang dimaksud z\awil arh}a>m adalah kaum kerabat. Dengan 
demikian mereka berhak menerima warisan. 
Setelah melihat dan membandingkan beberapa pendapat di atas, 
dapat disimpulkan bahwa pendapat yang lebih terpilih adalah pendapat 
Ali, Ibnu Abbas, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal yang menyatakan 
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 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam,.. hlm. 146. 
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zawil arham mendapatkan warisan apabila tidak ada ahli waris z\awil 
furudh maupun as}abah.12 
Memang dalam harta peninggalan z\awil arh}a>m menurut Jumhur 
ulama berhak atas harta waris jika tidak ada ahli waris lain akan tetapi 
dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Klaten menjelaskan 
bahwa harta dari Ny. Sutiyem adalah sah milik Ny. Sutiyem artinya mau 
diberikan kepada siapapun adalah hak dari Ny. Sutiyem. Dan di sini Ny 
Sutiyem tidak dikaruniai seorang anak sehingga mengangkat (adopsi) anak 
angkat yang sekaligus tergugat Andi Sugiyanto. Hubungan anak angkat 
dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi akhirnya Ny. Sutiyem 
memberikan harta keseluruhan yang dimilikinya diberikan kepada anak 
angkatnya Andi Sugiyanto sebagai hibah dan lewat akta hibah. Dengan 
tujuan agar dalam pemeliharaan harta Ny Sutiyem tidak menelantarkan 
seorang anak angkat. 
Kedudukan anak angkat sendiri berbeda dengan anak kandung, 
anak angkat tetap dianggap sebagai orang lain tidak saling mewarisi dan 
tidak ada hubungan nasab. Dalam penjelasan dalam lembaran salinan 
putusan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Klaten dijelaskan bahwa 
Andi Sugiyanto mendapat 1/3 bagian dari wasiat wajibah. Karena 
kedudukan anak angkat dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam istilah 
                                                          
12
 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan,.. hlm. 144. 
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wasiat wajibah disebutkan pada pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) sebagai 
berikut:
13
 
1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 
sampai dengan pasal 193 tersebut, sedangkan terhadap 
orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. 
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi 
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan 
orang tua angkatnya. 
Berdasarkan isi bunyi pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 dapat dipahami 
bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang 
diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukan 
bagi anak angkat atau sebaliknya orangtua angkatnya dengan jumlah 
maksimal 1/3. 
Menurut penulis bahwa hak harta anak angkat sudah dijamin dalam 
perundang-undangan di Indonesia dengan dimasukan ketentuan wasiat 
wajibah bagi anak angkat. Dilihat dari aspek metodologis dapat dipahami 
bahwa persoalan wasiat wajibah dalam KHI adalah persoalan ijtihadi yang 
ditetapkan berdasarkan argumen hukum mashlahah mursalah yang 
berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemashlahtan 
yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat muslim 
                                                          
13
 Andi Syamsu Alam, H.M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif  Islam. 
(Jakarta: Pena Media.2008), hlm. 80. 
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Indonesia.
14
 Kemudian diterapkan dalam sistem hukum nasional, baru 
dikenal istilah pengangkatan anak angkat adalah di dalam Kompilasi 
Hukum Islam. Akan tetapi aturan tentang pengangkatan anak belum 
tuntas. Kemudian KHI menentukan perolehan hak kepada anak angkat 
melalui wasiat wajibah.
15
 
Keberadaan KHI dalam sistem hukum nasional menempati posisi 
yang sama dengan undang-undang. Karena Indonesia menganut dua 
sumber hukum. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis 
sebagaimana dikenal dalam sistem urutan perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan demikian KHI dapat dianggap sebagai hukum tidak 
tertulis. Pemerintah Indonesia nampaknya sangat berhati-hati dalam 
mendesain undang-undang tentang anak angkat. Usaha yang dilakukan 
adalah dengan menitipkan beberapa pasal dalam peraturan yang berbeda-
beda. Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam, tahun 2002 dimuat 
dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian 
dibuat ketentuan tentang pencatatan resmi setiap anak angkat. Dan ini 
termuat dalam UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan.
16
 
 
 
                                                          
14
 Andi Syamsu Alam, H.M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif  Islam.., hlm. 
82. 
15
 Hamid Sarong, Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia, 
(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), hlm. 111. 
16
  Ibid., hlm. 112. 
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B. Pembatalan Hibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam 
dan Fikih. 
Perkembangan Hukum Islam di Indonesia terjadi melalui beberapa 
perkembangan ditandai dengan diberlakukanya Kompilasi Hukum Islam 
melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai hukum materiil di 
lingkungan Peradilan Agama. Kemudian Hukum Islam sebagai tatanan 
hukum yang telah hidup  yang dipegang/dianut oleh mayoritas penduduk 
dan rakyat Indonesia.
17
  
Dalam KHI pasal 171 dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak 
yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya 
pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal 
kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Kompilasi 
Hukum Islam tidak terlalu banyak memberi pengetahuan mengenai hibah, 
yakni dalam pasal 210 sampai dengan pasal 214 dan sebelumnya pasal 171 
butir g Kompilasi Hukum Islam.
18
 
Hibah dalam pengertian KHI terdapat pada bab 1 ketentuan umum 
pasal 171. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa 
imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk 
dimiliki.
19
 Pengertian di atas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan 
oleh para ulama fikih. Hibah bersifat sukarela yang dalam fikih Islam 
diistilahkan dengan tabarru. Pengertian di atas secara istilah, terdapat 
                                                          
17
 Habiburahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 
Predana Media Group, 2011), hlm.200. 
18
 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, 
(Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 165. 
19
 Lihat Ketentuan Pasal 171 dalam Kompilasi Hukum Islam. 
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pengertian tanpa imbalan dan diberikan selagi masih hidup pemberi hibah. 
Itulah yang dimaksud dengan hibah dalam fikih Islam. Hibah sifatnya 
sepihak yaitu penyerahan barang dari seseorang kepada orang. 
Ketentuan 1/3 dalam menghibahkan harta benda kepada orang lain 
dalam fikih Islam tidak diterangkan. Dalam kitab-kitab klasik tidak 
ditemukan ketentuan 1/3. Akan tetapi dalam kitab-kitab fikih kontemporer 
ditemukan ketentuan sepertiga. Itupun tidak diterangkan secara jelas, 
hanya bersifat uraian universal yang dihubungkan dengan umumnya harta 
benda.
20
 Ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam diantaranya: 
Orang yang menghibahkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, 
berakal sehat, tanpa paksaan. Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 
1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang 
saksi untuk dimiliki pasal 210 ayat (1) KHI.  
Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. 
Hibah dari orangtua kepada anaknya dapat dipertimbangkan sebagai waris 
dan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua kepada 
anaknya.
21
 Terdapat dua macam pendapat terkait dalam batas pemberian 
maksimal 1/3: 
1. Mengqiyaskan hibah dengan wasiat, alasannya karena wasiat 
berkaitan dengan harta dan berupa pemberian secara suka rela, 
                                                          
20
 Noor Syahida Abdul Rahman, ”Hukum Pembatalan Hibah dari Perspektif Al-Syafi’i 
menerusi karyanya al-Umm,” SEMINAR ANTARA BANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 
2016 (IRSYAD 2016), hlm. 737-743. 
21
 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 
2015), hlm. 131. 
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maka banyaknya hibah sama dengan wasiat tidak boleh 
melebihi 1/3. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama.  
2. Mengutamakan kemaslahatan harta benda, bahwa 
menyedekahkan harta seluruhnya atau melebihi 1/3 itu 
berdampak pada kemaslahatan penghibah, termasuk ahli 
warisnya, baik dalam kehidupan ekonomi maupun hak-hak ahli 
waris. Yang dapat berakibat negatif dalam keberlangsungan 
kehidupan selanjutnya.
22
 
Kompilasi Hukum Islam berpandangan bahwa hibah setara dengan 
wasiat. Hanya saja, wasiat dipandang sebagai hibah yang digantungkan 
pada kejadian tertentu, yaitu matinya seseorang (pewasiat). Buktinya 
adalah baik wasiat maupun hibah ada pembatasanya, yakni paling banyak 
1/3 dari seluruh harta kekayaan pewasiat atau penghibah.
23
 Hal demikian 
ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum 
Islam, bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 
harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yang ditunjuknya. 
Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau 
menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaan ketika masih hidup 
kepada orang lain. Pemberian semasa  masih hidup lazim disebut hibah. Di 
dalam Hukum Islam jumlah harta yang dihibahkan tidak terbatas. Berbeda 
dengan melalui surat wasiat yang ditetapkan 1/3 bagian dari harta 
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 Noor Syahida Abdul Rahman, ”Hukum Pembatalan Hibah dari Perspektif Al-Syafi’i 
menerusi karyanya al-Umm,” SEMINAR ANTARA BANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 
2016 (IRSYAD 2016), hlm. 737-743. 
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 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam... 
hlm.166. 
93 
 
 
 
peninggalan yang bersih. Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan 
secara tertulis maupun lisan, dalam Hukum Islam pemberian harta tidak 
bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa menggunakan dokumen 
tertulis. Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup 
tentang peralihan hak milik, maka pemberian itu dapat dilakukan dalam 
bentuk tulisan. 
Hukum penarikan kembali hibah atau dalam bahasa Lembaga 
Peradilan disebut pembatalan hibah haram hukumnya apabila ditarik 
kembali. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi saw: 
 ِهِئيَق ِيف ُدوُع َي َمُث ُئَِقي ِبلَكل اَك ِهِتَبِه ِيف ُدِئاَعلا 
Artinya:  
“orang yang mengambil kembali pemberianya, bagai anjing yang 
muntah lalu kembali (memakan) muntahanya”24 
 
Hukum Islam membolehkan penarikan hibah yaitu diperuntukan 
suatu hibah seorang ayah kepada anaknya. Demikian juga semua yang 
pokok (orangtua dan yang sejajar dengan mereka). Dibolehkan kembali 
penarikan hibah oleh seorang ayah kepada anaknya dikarenkan tidak ada 
tuduhan kepadanya, karena secara tabiat seorang ayah akan selalu 
mendahulukan anaknya dan jika ia menarik hibahnya kembali, itu 
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 Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, Sunan An Nasa’iy, terj. Yunus Ali Al Mudhor 
dkk, (Semarang: CV Asyifa, 1993), hlm. 747. 
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dikarenakan sebuah pertimbangan karena anaknya durhaka atau berbuat 
untuk maksiat.
25
 
Berdasarkan pada hadits di atas penulis menyimpulkan, maka 
hibah pada prinsipnya dalam fikih Islam tidak boleh dicabut atau ditarik 
kembali. Hal di atas dituangkan dalam KHI pasal 212. Terdapat 
pengecualian bolehnya dicabut apabila penghibahnya itu orang tua pada 
anaknya. Hal ini dapat dimaklumi bahwa orang tua. Menghibahkan harta 
pada anaknya, sekalipun ditarik, maka harta tersebut juga pada akhirnya 
akan menjadi warisan untuk anaknya. 
Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai penarikan hibah. Mereka 
membagi jenis penarikan hibah sebelum qabd dan penarikan selepas  qabd 
pendapat pertama mengenai penarikan sebelum qabd  merupakan pendapat 
Mazhab Hanafi, Syafi’i, Imamiyah, Zaidiyah, dan satu riwayat dari 
Mazhab Hambali mengharuskan penarikan hibah sebelum qabd. Mereka 
berhujjah berdasarkan ijma’ para sahabat Rasulullah saw yang 
mengharuskan penarikan hibah sebelum qabd.
26
 
Pendapat kedua merupakan pendapat Mazhab Maliki dan Zahiri 
tidak mengharuskan penarikan hibah sebelum qabd. Mereka berhujjah 
berdasarkan Firman Allah Swt  
                     
                                                          
25
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH 2014), hlm. 452. 
26
 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 
2015), hlm. 540-541. 
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Artinya:  
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. [388] 
Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan 
Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. 
 
Akad hibah berkuat kuasa dengan lafadz ijab dan kabul dari 
pemberi dan penerima sehingga memberi kesan kewajiban menunaikan 
janji yang telah diakad tanpa perlu kepada qabd. Mereka juga berhujjah 
dengan logik akal dengan mengatakan bahawa akad hibah adalah seperti 
akad-akad lain yang tidak perlu kepada qabd sebagai syarat sah sesuatu 
akad. 
Dan Pendapat ketiga merupakan pendapat Mazhab Hambali 
daripada riwayat yang lain mengharuskan penarikan balik hibah sebelum 
qabd sekiranya barang yang dihibahkan itu berbentuk barang yang disukat 
atau ditimbang. Namun sekiranya barang yang dihibah itu tidak boleh 
disukat atau ditimbang, tidak harus menarik balik hibah tersebut sebelum 
berlakunya qabd.
27
 
Kemudian para Fuqaha membagi pendapat lewat penarikan hibah 
setelah qabd penarikan balik hibah yang telah sempurna dengan qabd oleh 
penerima hibah selain dari hibah seorang bapak kepada anaknya juga telah 
menjadi perselisihan fuqaha tentang keharusan. Perselisihan tersebut 
terbagi kepada tiga pendapat yaitu:  
Pendapat pertama yang merupakan pendapat mazhab Syafi’i, 
Hanbali, Abu Thawri, Ibn Hazm, Daud al-Zahiry dan sahabat-sahabatnya. 
                                                          
27
 Noor Syahida Abdul Rahman, ”Hukum Pembatalan Hibah dari Perspektif Al-Syafi’i 
menerusi karyanya al-Umm,” SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 
2016 (IRSYAD 2016), hlm. 737-743. 
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Mereka berpendapat bahwa hibah yang telah sempurna  tidak harus bagi 
pemberi hibah menarik balik hibahnya. Mereka berhujah dengan dalil-dalil 
berikut: 
 ِهِئيَق ِيف ُدوُع َي َمُث ُئَِقي ِبلَكل اَك ِهِتَبِه ِيف ُدِئاَعلا 
Artinya: 
“orang yang mengambil kembali pemberianya, bagai anjing yang muntah 
lalu kembali (memakan) muntahanya”28 
 
Rasulullah SAW menyamakan penarikan balik hibah dengan satu 
gambaran yang di luar tabiat semula jadi manusia yang baik yaitu 
gambaran seperti anjing yang menelan semula muntahnya.  
Pendapat kedua pula merupakan pendapat Mazhab Hanafi, 
Imamiyyah dan Zaydiyyah bahwa sekiranya hibah itu diberikan kepada 
ajnabi dan telah sempurna pemberian hibah dengan qabd oleh penerima 
hibah, maka tidak terhalang pemberi hibah daripada menarik balik hibah 
yang telah diberikan kecuali jika terdapat salah satu daripada perkara yang 
menghalang penarikan balik hibah. Pendapat ketiga menurut pendapat al-
Nakhaie, al-Tsauri dan Ishak bahwa hibah boleh ditarik balik sekiranya 
diberikan kepada selain dari kaum kerabat dan hibah yang tidak ada syarat 
balasan walaupun telah sempurna balasan penyerahan tersebut.
29
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 Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, Sunan An Nasa’iy …, hlm. 747. 
29
 Noor Syahida Abdul Rahman, ”Hukum Pembatalan Hibah dari Perspektif Al-Syafi’i 
menerusi karyanya al-Umm,” SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 
2016 (IRSYAD 2016), hlm. 737-743. 
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Menurut penulis kesesuaian antara Fikih dan KHI tentang tidak 
bolehnya penarikan hibah merupakan hasil konsensus dan sinkronisasi 
Hukum Islam yang menelaah bidang-bidang tentang hukum Islam 
kemudian diformulasikan oleh ulama-ulama Indonesia dimasukan dalam 
pasal-pasal ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan putusan hakim. 
Dari sinkronisasi antara fikih Islam dengan KHI terlihat pada, 
Pasal 210 ayat 1, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, 
berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-
banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 
dua orang saksi untuk dimiliki. Pasal 210 ayat 2 Harta benda yang 
dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Sedangkan Pasal 212 
“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada 
anaknya”. Adapun Pasal 213, hibah yang diberikan pada saat pemberi 
hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus 
mendapat persetujuan dari ahli warisnya, Selanjutnya Pasal 214,” Warga 
negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah 
di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat 
sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal ini”. Adalah 
sinkron atau sesuai dengan fikih Islam tentang hibah. 
Hibah dalam fikih maupun KHI dilarang untuk ditarik kembali/ 
dibatalkan. Menurut penulis Majelis Hakim membuat ijtihad baru 
mengenai ketentuan hibah dalam putusan Nomor:1976/Pdt.G/2014/PA.Klt 
hal itu dengan diqiyaskan dengan ketentuan wasiat wajibah, terbukti 
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dengan pembatalan hibah dari seluruh harta menjadi 1/3 dari harta 
keseluruhan, dan sisa 2/3 diberikan kepada Narto narto Wiratno selaku 
penggugat dalam putusan disebut sebagai z\awil arh}a>m kemudian Andi 
Sugiyanto selaku anak angkat mendapat 1/3.  
Kedudukan wasiat wajibah dan hibah sangat berbeda konteks. 
Hibah diberikan ketika yang memberi dan yang menerima sama-sama 
masih hidup akan tetapi konteks wasiat wajibah diberikan ketika seseorang 
mempunyai wasiat atau tidak berwasiat namun hak kepemilikan harta 
(penguasaan) diperoleh ketika pemilik harta sudah meninggal. Dan dalam 
aturan KHI maupun fikih hibah dilarang untuk ditarik kembali jika sudah 
diberikan kepada oranglain.  KHI dalam UU materiil di Pengadilan Agama 
menyebut anak angkat mendapat wasiat wajibah dengan ketentuan tidak 
lebih dari 1/3 harta warisan. 
Dalam kajian fikih kedudukan orangtua dan anak angkat tidak ada 
hubungan nasab dan anak angkat tetap menjadi orang lain. Bukan sebagai 
anak kandung maupun dapat mewarisi (hubungan mewali). Ketentuan KHI 
menjelaskan bahwa untuk mensejahterakan anak angkat maka anak angkat 
diberi ketentuan wasiat wajibah sebanyak 1/3 harta dari keseluruhan 
orangtuanya. Dalam pasal 209 ayat (2) yang berbunyi “terhadap anak 
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta orangtua angkatnya".
30
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 Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2). 
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Dijelaskan kembali lewat wawancara dengan salah satu hakim 
anggota Majelis yaitu bapak Dalhar Asnawi:
31
  
“Jika pemberian hibah itu diberikan kepada orang lain maka 
hibah tidak dapat dibatalkan, akan tetapi Andi Sugiyanto sudah sah dan 
terbukti lewat pengangkatan anak angkat bahwasanya tergugat 
merupakan sah anak angkat sutiyem dengan hal ini membuktikan 
walaupun anak angkat kedudukan tetap menjadi orang lain akan tetapi 
dalam pemberian kekuasaan harta, anak angkat mendapatkan wasiat 
wajibah sebesar 1/3 bagian harta keseluruhan. 
 
Hal ini membuktikan ketentuan harta yang diperoleh anak angkat 
sudah ditentukan lewat wasiat wajibah. Terbukti dalam KHI pasal 209 ayat 
(2) sudah menjamin kesejahteraan anak angkat lewat 1/3 pemberian harta. 
Menurut penulis keputusan Majelis Hakim dalam membatalkan 
keseluruhan harta hibah sama dengan pendapat Muhammad bin Hassan 
dan beberapa ulama dari mazhab Hanafi yang mengatakan tidak boleh 
mendermakan semua harta meskipun berbagi dengan niat sebagai pintu-
pintu amal. Mereka mengganggap orang yang melakukan hibah seperti itu 
sebagai orang yang lalai.
32
 
Dijelaskan kembali bahwa barang siapa yang memiliki kesabaran 
dalam menghadapi kemiskinan, maka tidak masalah baginya untuk 
menyedekahkan sebagian besar hartanya atau semuanya. Dan barang siapa 
hendak masih meminta-minta kepada manusia untuk memberikan sesuatu 
maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan keseluruhan hartanya. 
Inilah batasan hadits-hadits  yang tidak membolehkan harta disedekahkan 
                                                          
31
 Hasil Wawancara dengan Hakim PA Klaten pada tanggal 12 Januari 2018, pukul 10.00 
wib. 
32
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah …, hlm. 371. 
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lebih dari 1/3 dan dalil yang membolehkan memberi sedekah lebih dari 
1/3. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Dari pembahasan diatas penulis  dapat menyimpulkan bahwa: 
1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara 
Pembatalan Hibah Nomor: 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt adalah 
berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada 
pasal 210 ayat (1) bahwa batas maksimal pemberian harta hibah adalah 
tidak boleh melebihi 1/3 dari semua harta. Dimana Kompilasi Hukum 
Islam yang menjadi dasar rujukan hukum materiil di Pengadilan 
Agama. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan harta hibah dari 
Ny. Sutiyem sebagai wasiat wajibah yang diberikan orangtua angkat 
(Ny. Sutiyem) kepada anak angkatnya (Andi Sugiyanto). Dimana batas 
ketentuan maksimal pemberian wasiat wajibah adalah 1/3 dari semua 
harta. Majelis Hakim memutus perkara pembatalan hibah terhadap 
anak angkat mengacu pada dalih bahwa anak angkat tidak ada 
hubungan waris mewarisi terhadap orangtua angkatnya, untuk 
melindungi kedudukan harta anaknya Majelis Hakim tetap memberi 
hibah 1/3 disesuaikan dengan ketentuan KHI.  
2. Hibah dalam KHI maupun Fikih tidak jauh berbeda yaitu hibah dalam 
pengertian KHI terdapat pada bab 1 ketentuan umum pasal 171. Hibah 
adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki
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Pengertian di atas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh 
para ulama fikih. Hibah bersifat sukarela yang dalam fikih Islam 
diistilahkan dengan tabarru. Pengertian di atas secara istilah, terdapat 
pengertian tanpa imbalan dan diberikan selagi masih hidup pemberi 
hibah. Menurut penulis pembatalan hibah yang dilakukan oleh Majelis 
Hakim sah/ tidak haram dan sesuai dengan ketentuan KHI dimana 
KHI sebagai landasan hukum materiil di Indonesia.  
B. Saran- Saran 
1. Sebelum orangtua memberikan hibah kepada anak angkatnya 
hendaknya diperhitungkan kembali agar dalam pemberian di kemudian 
hari tidak terjadi sengketa dengan ahli waris lain walaupun tujuan 
utamannya dalam kebaikan. Apabila terdapat sengketa hibah 
hendaknya diselesaikan secara kekeluaragaan agar tetap menjaga 
hubungan silaturahmi antar keluarga dan juga menghemat biaya. 
2. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus 
mempertimbangkan kedudukan semua keluarga dalam memutus 
perkara yang berhubungan dengan harta kewarisan. Dalam penulisan 
putusan hendaknya ditulis semua anggota keluarga dan dijelaskan ahli 
waris yang masih hidup maupun tidakkarena itu mempengaruhi hasil 
dalam putusan. 
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Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt                          Halaman 1 dari 22 halaman
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
tinggal di dk.Kebon Pakel, ds.Mundu, Kec.Tulung, 
Kab.Klaten.---------------------------------
2 Bahwa dalam pernikahan Parman Karsodikromo dan Ngadinah Karsodikromo 
dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama  MARTODIRYO alias Mukinu  dan 
Ny.KARYODIMEJO alias 
Kamiyem.;----------------------------------------------------------
3 Bahwa PARMAN KARSODIKROMO telah meninggal dunia pada tanggal 
02-1-1972dan  NGADINAH KARSODIKROMO meninggal dunia pada tanggal 
21-05-1974. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
--
4 Bahwa alm.PARMAN KARSODIKROMO dan almh. NGADINAH 
KARSODIKROMO selain meninggalkan 2(dua) orang anak yaitu  
MARTODIRYO alias Mukinu dan Ny.KARYODIMEJO alias Kamiyem, juga 
meninggalkan harta warisan yang 
berupa ; ----------------------------------------------
    Tanah pekarangan persil : 99 ptk.3 kls.II luas 2335 m2 dengan batas-batas :-----
     Utara     :  Trimo Wiyono
     Selatan  :  Wiryo,
     Barat     :  Sakimin,
     Timur    :  Wiryosupi 
     Tanah Tegalan persil : 93a ptk.66 kls.IV luas 5675 m2 dengan batas-batas:------
Utara    :  Sungai                                       
Selatan : Sungai                                   
Barat     : Martodriyo dan Sudiman
Timur    : Kartodiryo  
 yang semuanya terletak di ds.Mundu, kec.Tulung, kab.Klaten, ( tertulis dalam buku C 
no.80 desa Mundu ) yang kemudian untuk pekarangan persil:99 ptk.3 kls.II luas 2335 
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m2telah dikonversi menjadi SHM no.38 dan persil:93a ptk.66 kls.IV luas 5675 m2 
menjadi SHM no.39 atas nama Ny.SUTIYEM istri JANTOMIHARJO (akta hibah 
no.74 dan 75 tahun 1977), lalu pada tahun 2007 SHM no.38 dan SHM no.39 tersebut 
telah dibalik nama  menjadi atas nama ANDI SUGIYANTO (Tergugat ) dengan akta 
hibah no.1128/Hib/X/2007 dan akta hibah no.1129/Hib/X/2007 yang dibuat oleh 
notaris ANANTO KUMORO,SH (notaris di Klaten), selanjutnya mohon disebut 
OBJEK 
SENGKETA.---------------------------------------------------------------------------------------
5Bahwa dalam pernikahannya MARTODIRYO alias Mukinu dikaruniai seorang 
anak perempuan yang bernama SUTIYEM, sedangkan Ny.KARYODIMEJO 
alias Kamiyem dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NARTO NARTO 
WIRATNO 
(penggugat).-------------------------------------------------------------------------
6Bahwa  MARTODIRYO alias Mukinu telah meninggal dunia pada tanggal 
16-11-1980 dan Ny.KARYODIMEJO  alias Kamiyem meninggal dunia pada 
tanggal 
27-05-1998 .-----------------------------------------------------------------------------
7Bahwa objek sengketa adalah merupakan harta warisan atau harta gawan atau 
harta asal dari alm.KARSODIKROMO yang pada tanggal 20-7-1977  oleh 
MARTODIRYO alias Mukinu dan Ny.KARYODIMEJO alias Kamiyem telah 
dihibahkan kepada Ny.SUTIYEM istri Jantomiharjo (akta Hibah no.74/1977 
dan akta hibah  
no.75/1977);-------------------------------------------------------------------
8Bahwa dalam pernikahannya Ny. SUTIYEM  istri Jantomiharjo tidak dikaruniai 
anak, tetapi mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama ANDI 
SUGIYANTO (Tergugat ) anak dari pasangan suami istri Bp. Martodikromo 
dan Ny.Leginem dengan akta pengangkatan anak nomor : 34  tanggal 19 
Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Arini Hidaya,SH notaris di Klaten.-----
9 Bahwa Objek sengketa tersebut oleh Ny.SUTIYEM istri Jantomiharjo, telah 
dihibahkan semuanya kepada TERGUGAT (anak angkat) dengan akta hibah 
nomor : 1128/Hib/X/2007 dan akta hibah Nomor : 1129/HIB/X/2007 tanggal 
26-10-2007 yang dibuat oleh ANANTO KUMORO.SH  selaku PPAT, sehingga 
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perbuatan tersebut merugikan PENGGUGAT dan sudah selayaknya kalau hibah 
tersebut dibatalkan.----------------------------------------------------------------------
10 Bahwa dikarenakan objek sengketa tersebut adalah harta warisan gawan yang 
berasal dari almarhum Karsodikromo ( kakek dari Ny.SUTIYEM) , yang mana 
Ny.SUTIYEM  dan Penggugat dalam hal ini mempunyai kedudukan hukum 
yang sama, yaitu sama-sama cucu dari alm.Karsodikromo , maka perbuatan 
pemberian hibah yang dilakukan oleh Ny.SUTIYEM kepada Tergugat tersebut 
adalah sangat merugikan Penggugat  dan telah melanggar pasal 210 ayat (1) 
Kompilasi Hukum 
Islam.------------------------------------------------------------------------
11 Bahwa dikarenakan hibah tersebut  melebihi 1/3 bagian dan telah merugikan 
ahli waris yang lain(Penggugat), maka sudah selanyaknya kalau hibah tersebut 
dibatalkan. -----------------------------------------------------------------------------
12 Bahwa Ny.SUTIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 11-05-2010 dan tidak 
mempunyai anak kandung ,tetapi mengangkat anak yaitu Tergugat ,dikarenakan 
objek sengketa tersebut adalah merupakan harta warisan gawan dari 
alm.Karsodikromo ,menurut undang-undang harta warisan tersebut harus 
kembali kepada orang tua pewaris kalau masih ada , tetapi kalau tidak ada 
menjadi hak dari saudara kandung atau ahli waris penggantinnya , dalam hal ini 
yaitu Penggugat sebagi ahli waris pengganti Ny.KARYODIMEJO alias 
Kamiyem (saudara kandung MARTODIRYO alias Mukinu ayah dari 
Ny.Sutiyem);--------------------------------------------------------------------------------
--------
Berdasarkan uraian tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan 
Agama Klaten melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan 
sebagai berikut :--------------------------------------------------------------
PRIMAIR :
1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk 
seluruhnya;------------
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
2 Menyatakan menurut hukum bahwa PENGGUGAT  adalah ahli waris 
pengganti yang sah dari almh.Ny.KARYODIMEJO alias 
Kamiyem.-------------------------------
3 Menyatakan menurut hukum bahwaobjek sengketa tanah pekarangan SHM 
No.38 dan tanah tegalan SHM No.39 yang terletak di Ds. Mundu, 
Kec.Tulung, Kab.Klaten adalah merupakan harta asal dari  peninggalan 
alm.PARMAN KARSODIKROMO dan almh.NGADINAH 
KARSODIKROMO yang masih utuh dan belum dibagi 
waris.-----------------------------------------------------------------------
4   Menyatakan menurut hukum bahwa hibah yang berdasarkan akta hibah 
nomor : 1128/Hib/X/2007 dan akta hibah nomor : 1129/HIB/X/2007  
tanggal 26/10/2007  yang dibuat oleh PPAT  ANANTO KUMORO .SH  
adalah batal demi hukum  dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum.-----------------------------------
5 Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa SHM no 38 dan SHM 
no.39 yang sekarang menjadi atas nama TERGUGAT  adalah tidak sah dan 
batal demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan 
hukum.---------------------------------
6 Menghukum  TERGUGAT untuk menyerahkan tanah objek sengketa dan 
menyerahkan sertifikat hak milik No.38  dan sertifikat hak milik No.39 
kepada  PENGGUGAT  untuk dibaliknama menjadi atas nama 
PENGGUGAT  sebagai ahli waris yang sah, dan apabila TERGUGAT 
menolak maka dapat minta bantuan kepada kepolisian 
RI.----------------------------------------------------------------
7 Menyatakan menurut hukum apabila keputusan ini telah berkekuatan hukum 
tetap dapat untuk melaksanakan proses balik nama tanah objek sengketa 
tersebut menjadi  atasnama PENGGUGAT  meskipun tanpa persetujuan 
atau hadirnya  
TERGUGAT.--------------------------------------------------------------------------
8 Menghukum  TERGUGAT untuk membayar biaya 
perkara.-----------------------------
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SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;--------
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir 
menghadap sendiri dan kuasanya, Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan ;-------
Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berusaha  mendamaikan kedua pihak 
berperkara dan telah pula menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. 
Wahid Afani, M.SI, namun mediasi tersebut tidak berhasil ; ---------
Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap 
dipertahankan oleh Penggugat ;-----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan 
jawaban secara tertulis tertanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut;--
Dalam Eksepsi :
1 Bahwa membaca judul gugatan tertulis “Gugatan Pembatalan Hibah dan Pembagian 
Warisan”;-----------------------------------------------------------------------------
a Ada 2 pokok gugatan dalam satu perkara ?
Ini tidak dibenarkan karena saling tumpang tindih dan jelas-jelas materinya berbeda.  
b  Jika membaca lebih lanjut materi gugatan tidak ditemukan unsur pembagian  
warisan.
Karena  yang namanya “Pembagian Warisan” pasti ada lebih dari satu orang Ahli 
Waris. Jika  diterapkan dalam perkara ini, apakah Penggugat dan Tergugat sama-
sama menjadi Ahli waris dari Sutiyem istri Janto Miharjo? Yang terbaca materi 
gugatan hanyalah tentang pembatalan hibah ;
Maka gugatan haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur, oleh karenanya harus 
dinyatakan tidak dapat diterima.
2 Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, karena mencampuradukkan 
pengertian hibah, warisan dan harta asal;-----------------------
a Hibah jelas-jelas tidak disangkutkan dengan harta asal atau bukan, karena hibah 
adalah hak pemilik harta saat masih hidup untuk memberikan hartanya kepada 
siapapun (tidak dikaitkan dengan anak atau Calon Ahli Waris);------
b Warisan pasti dikaitkan dengan pemilik harta yang sudah meninggal  yang 
meninggalkan harta yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya ;---
c Harta asal, harta yang didapat dari orang tua atau harta yang dibawa dalam 
perkawinan yang dimiliki sebelum perkawinan terjadi ;-----------------------------
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Harta asal hanya berkaitan dengan proses pewarisan dan sama sekali tidak 
berhubungan dengan hibah ;---------------------------------------------------------------
Maka karena kerancuan gugatan Penggugat tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat 
diterima ;-------------------------------------------------------------------------
3 Bahwa pemakaian istilah Ahli Waris  Pengganti didalam lingkup Peradilan Agama 
tidak dikenal ;------------------------------------------------------------------------------
Jadi dalam perkara  ini, Penggugat adalah ahli waris dari Ny. Kamiyem alias Ny. Karyo 
Dimejo dan tidak disebut sebagai ahli waris pengganti dari Karso Dikoromo, namun 
betul sebagai cucu dari Karso Dikoromo;----------------------------
Atas dasar itu dalam eksepsi mohon menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat 
diterima;---------------------------------------------------------------------------------------
Dalam Pokok Perkara :
1 Bahwa, semua hal yang tertulis dalam bagian eksepsi mohon menjadi bagian tak 
terpisahkan dari jawaban atas pokok perkara ;---------------------------------------
2 Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat ;------------------------
3 Bahwa, angka 4 gugatan tidak benar, karena pada dasarnya ibunya Penggugat yaitu 
Ny. Kamiyem Karyo Dimejo telah mendapatkan bagian tanah baik pekarangan 
maupun tanah tegalan, yang selengkapnya diuraikan sebagai 
berikut ;-------------------------------------------------------------------------------------------
-----
a Tanah pekarangan dan rumah luas +1.128 m2 yang terletak di Kebonpakel, 
Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dengan batas-batas : Utara    
: Warno Miarjo
Selatan : Sungai
        Timur    :  Kromo Sidul
        Barat    : Warno Sumarjo
     b. Tanah Tegalan + 3.120 m2 letak di Kebonpakel, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, 
Kabupaten Klaten dengan batas-batas : 
         Utara     : Suwarno Sumarjo
         Selatan : Sungai 
         Timur   : Miarjo 
         Barat   : Pur.
4 Bahwa membaca secara teliti gugatan Penggugat angka 7 terbaca dengan jelas, 
hibah atas tanah sengketa menjadi atas nama Ny. Sutiyem istri Janto Mihanjo ibu 
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angkat dari Tergugat, dilakukan secara bersama-sama  oleh Martodiryo alias 
Mukinu yang adalah ayah dari Ny. Sutiyem dan Ny. Kamiyem  yang adalah ibu dari 
Penggugat dengan Akta Hibah Nomor 74/1977 dan Nomor 75/1977, maka sudah 
jelas hibah tersebut adalah dengan kehendak kedua orang anak Parman 
Karsodikromo dan hibah tersebut adalah sah ;-----------------
5 Bahwa karena hibah Akta Hibah Nomor 74/1977 dan Nomor 75/1977, adalah sah, 
maka mengikat bagi ahli waris atau calon ahli waris dari Martodiryo alias Mukinu 
dan Ny. Kamiyem alias Karyodimejo (ibu Penggugat)  untuk seterusnya, maka 
adalah layak dan pantas jika Penggugat sebagai anak dari Kamiyem patuh terhadap 
apa yang telah dilakukan ibunya dahulu terhadap tanah sengketa 
tersebut ;-------------------------------------------------------------------------------
6 Bahwa sebagai salah satu prasyarat dalam gugatan pembatalan hibah adalah tidak 
adanya persetujuan ahli waris lain;-----------------------------------------------------
Pengertian ahli waris dalam hal ini adalah selain calon penerima hibah. Namun  
pengertian ahli waris dalam hal ini adalah saudara kandung dari anak kandung karena 
dikaitkan dengan bagian mutlak yang boleh dihibahkan yaitu 1/3 dari jumlah harta (jika 
harta tersebut adalah cuma satu-satunya) yang bertujuan tidak mematikan hak waris 
calon ahli waris lainnya dikemudian hari;---------------
Dalam perkara ini :
a Penggugat bukanlah ahli waris anak dari Ny. Sutiyem dan/atau bukan juga saudara 
kandung Ny. Sutiyem.-----------------------------------------------------------
b Prosesnya adalah hibah bukan warisan artinya tidak perlu mendapatkan persetujuan 
Penggugat.--------------------------------------------------------------------
c Proses hibah atas tanah sengketa tersebut sama sekali tidak merugikan 
Penggugat.-------------------------------------------------------------------------------------
d Penggugat sudah mendapatkan hak atas tanah dari orang tuanya yang juga berasal 
dari Karsodikromo sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat pada angka 3 
jawaban pokok perkara diatas.----------------------------------------
Maka angka 9.10,11, dan 12 gugatan Penggugat haruslah ditolak.--------------
Atas dasar itu, Tergugat mohon kepada Majlis hakim perkara Nomor 1976/
Pdt.G/2014/PA.Klt  agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya.-------
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 
Maret 2015 sedang Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 15 Maret 2015 dalam 
hal ini tidak diuraikan dalam putusan ini akan tetapi termasuk pertimbangan Majelis secara 
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keseluruhan sebagaimana termuat dalam Berita Acara 
Persidangan ; --------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 
mengajukan bukti surat berupa :------------------------------------------------------------
a Fotocopy Akta Hibah No.74/1977 tanggal 20 Juli 1977  (bukti P.1);------------------
b Fotocopy Akta Hibah No.75/1977 tanggal 20 Juli 1977  (bukti P.2);------------------
c Fotocopy Akta Hibah No.1128/hib/X/2007  tanggal 26 Oktober 2007  (bukti 
P.3);---------------------------------------------------------------------------------------------------
d Fotocopy Akta Hibah No.1129/Hib/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007  (bukti P.4);-
e Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.38 Surat Ukur G.S Nomor : 14335/1997   ( bukti 
P.5);---------------------------------------------------------------------------------------------------
f Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.39 Surat Ukur G.S. Nomor : 14334/1997   ( bukti 
P.6);--------------------------------------------------------------------------------------------------
g Foto copy Akta Keterangan Pengangangkatan anak Angkat Nomor 34 tanggal 19 
Desember 1990 ( bukti P.7 ) ;--------------------------------------------------------------
h Foto copy  KTP a/n Narto Narto Wiratno Nomor : 3310190306510001 tanggal 08 
September 2012  ( bukti P.8 ) ;------------------------------------------------------------
i Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3310190204044494 tanggal 19 Agustus 2011 (bukti 
P.9) ;------------------------------------------------------------------------------------------
j Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.106  (bukti P.10) ;---------------------------------------
k Fotocopy Surat Keterangan Kematian a/n Parman Karso Dikromo Nomor : 474.3/06/
XI/2014 tanggal 20 Oktober 2014 (bukti P.11) ;-------------------------------
l Fotocopy Surat Keterangan Kematian a/n Ngadinah Karso Dikromo Nomor : 474.3/04/
XI/2014 tanggal 20 Oktober 2014  (bukti P.12) ;-----------------------------
m Fotocopy Surat Keterangan Kematian a/n Kamiyem Nomor : 474.3/03/10/2014 tanggal 
20 Oktober 2014  (bukti P.13) ;-----------------------------------------------------
n Fotocopy Surat Keterangan Kematian a/n Mukinu Martorejo Nomor : 474.3/07/XI/2014 
tanggal 20 Oktober 2014  (bukti P.14) ;------------------------------
o Fotocopy Surat Keterangan Kematian a/n Sutiyem Janto Miarjo  Nomor : 474.3/05/
XI/2014 tanggal 20 Oktober 2014  (bukti P.15) ; ----------------------------
p  Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 40 Surat Ukur G.S. Nomor : 15312/77  (bukti 
P.16);-------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 4 orang saksi sebagai berikut :
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1. Saksi Penggugat pertama : Sapta Giri, SH, umur 47 tahun, agama Islam,                                                                      
pekerjaan Pegawai BPN Kabupaten Klaten, alamat di Sabrang RT.03 RW. 05, Desa 
Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, dibawah sumpah memberikan 
keterangan sebagai berikut ;-------------------------------------------------- 
- Bahwa saksi  kenal dengan Penggugat karena dimintai tolong Penggugat sebagai saksi 
dari kantor BPN;-------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi diperintah pimpinan  BPN  membawa surat asli yang dipakai bukti 
Penggugat dalam Pengajuan Pembatalan Hibah dan Waris ;----------------------------
- Bahwa kemudian saksi menunjukkan asli dari bukti P.1, P.5, P. 6, P.10, dan P.16 kepada 
Majlis Hakim ;------------------------------------------------------------------------------
2. Saksi Penggugat kedua: Warno Miharjo bin Kromo Arjo, umur 67 tahun, agama Islam, 
pekerjaan Tani, alamat Kebonpakel RT.09 RW. 09, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, 
Kabupaten Klaten;-------------------------------------------------------
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dan kenal dengan Tergugat;---------
-  Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai 2 bidang tanah;--------------------
- Bahwa tanah tersebut berwujud tanah pekarangan dan tanah Tegalan,  tanah pekarangan  
ditempati didapat dari pemerintah, dan yang tanah tegalan yang dibeli oleh Kartodimejo 
yaitu ayah Penggugat dari Wiro Pariyem ;---------------------------------------------------------
- Bahwa yang saksi tahu bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta warisan dari Alm. 
Parman Karsodikromo dan alm. Ngadinah Karsodikromo ;-------------------------------------
- Bahwa yang saksi tahu tanah sengketa  sekarang berada pada anak angkat Sutiyem 
bernama Andi Sugiyanto (Tergugat).------------------------------------------------
- Bahwa  selain meninggalkan warisan  Parman Karsodikromo juga meninggalkan 2 orang 
anak bernama Martodiryo al. Mukinu dan Karyodimejo al. Kamiyem;-------
- Bahwa Martodiryo al. Mukinu telah meninggal dunia meninggalkan anak 1 bernama 
Sutiyem dan Ny. Karyodimejo al Kamiyem telah meninggal dunia dengan 
meninggalkan anak 1 bernama Narto Narto Wiratno (Penggugat).---------
- Bahwa Bahwa Sutiyem tidak mempunyai anak dan mengangkat anak bernama Andi 
Sugiyanto (Tergugat).-----------------------------------------------------------------------
- Bahwa yang saksi tahu yang menjadi obyek sengketa adalah berupa : -------------
1 Tanah pekarangan persil luas + 2335 m2 dengan batas-batas : 
Utara   : Trimo Wiyono
Selatan : Wiryo 
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Barat  : Sakimin 
Timur  : Wiryosupi. 
     2 . Tanah Tegalan  luas + 5675 m2 dengan batas-batas : 
          Utara   : Sungai, 
          Selatan : Sungai, 
           Barat  : Martodriyo dan Sudiman, 
          Timur : Kartodiryo.
      yang keduanya terletak di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang saksi tahu obyek sengketa tersebut oleh Sutiyem dibalik nama Andi 
Sugiyanto (Tergugat) melalui Notaris;---------------------------------------------------------
3. Saksi Penggugat Ketiga : H. Supardi Purwo Utomo bin Sukarno Manto Pawiro, umur 70 
tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kebonpakel RT.09 RW. 09, Desa Mundu, 
Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;-------------------------------
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dekat Penggugat;---------------------
- Bahwa yang saksi tahu Parman Karsodikromo dan Ngadinah Karsodikromo adalah suami 
isteri telah meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak yaitu Martodiryo alias Mukinu 
dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem dan meninggalkan warisan berupa Tanah 
pekarangan dan Tanah Tegalan;---------------------------------
- Bahwa Martodiryo alias Mukinu meninggalkan anak bernama Sutiyem dan Ny. 
Karyodimejo alias Kamiyem meninggalkan anak bernama Narto Narto Wiratno 
(Penggugat). ------------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Sutiyem tidak mempunyai keturunan dan mengangkat anak bernama Andi 
Sugiyanto (Tergugat).;--------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa yang saksi tahu yang menjadi obyek sengketa tanah adalah  : -------------
1 Tanah pekarangan luas + 2335 m2 dengan batas-batas : 
Utara   : Trimo Wiyono
Selatan : Wiryo 
Barat  : Sakimin 
Timur  : Wiryosupi. 
     2 . Tanah Tegalan luas + 5675 m2 dengan batas-batas : 
           Utara   : Sungai, 
          Selatan : Sungai, 
           Barat  : Martodriyo dan Sudiman, 
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          Timur : Kartodiryo.
      yang keduanya terletak di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
- Yang saksi tahu obyek sengketa tersebut oleh Sutiyem dibalik namakan kepada Andi 
Sugiyanto (Tergugat) melalui Notaris Ananto Kumoro, SH dengan Akta Hibah 
waris;-----------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa tersebut dalam penguasaan Andi Sugiyanto 
(Tergugat) yaitu anak angkat dari Alm. Sutiyem.-------------------------------------------
4. Saksi Penggugat Keempat : Waluyo bin Wiryo Sumarto, umur 56 tahun, agama Islam, 
pekerjaan Kepala Desa Mundu, alamat Kebrok RT.19 RW. 08, Desa Mundu, 
Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;------------------------------------------
- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya warga desa saksi;-
- Bahwa saksi hanya diperintahkan untuk menunjukan catatan Letter C yang ada di 
Kelurahan Mundu;------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa sehubungan saksi menjabat lurah baru 2 tahun, saksi mengetahui hanya sebatas 
yang saksi tahu  ;--------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa harta yang ditinggalkan Parman Karsodikromo dan Ngadinah Karsodikromo yang 
tercatat di dalam Buku Letter C di Kelurahan Mundu yaitu berupa : tanah No.80 atas 
nama Karso Dikromo al.Parman No persil D.93a dan petak  66 kelas 4 berupa tanah 
pekarangan dengan luas 5675 m2. 2. No, persil 99 dan petak 3 kelas 2 luas 2335 
m2;----------------------------------------------------------
- Bahwa selain itu saksi tidak mengetahui karena saksi menjabat lurah baru 2 
tahun;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Tergugat 
membenarkannya ;--------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah 
mengajukan bukti surat berupa;------------------------------------------------------
1 Fotocopy Surat Nikah Nomor : 94/22/1965 tanggal 20 April 1965 (bukti T.1);
2 Fotocopy Surat Kematian a/n Sarijan Janto Miharjo Nomor : 474.2/11/II/2010 
tanggal 09 Februari 2010  ( bukti T.2 ) ;------------------------
3 Fotocopy Surat Kematian a/n Sutiyem Janto Miharjo Nomor : 474.3/06/V/15. (bukti 
T.3);-------------------------------------------------------------------------------------
4 Fotocopy Akta Pengangkatan anak Nomor : 34 tanggal 19 Desember 1990 ; (bukti 
T.4);---------------------------------------------------------------------------------------
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5 Fotocopy Akta Hibah Nomor : 1129/Hib/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 ; (bukti 
T.5);-------------------------------------------------------------------------------------
6 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 39 Surat Ukur G.S No. 14334/1977. (bukti 
T.6);--------------------------------------------------------------------------------------
7 Fotocopy Akta Hibah Nomor : 1128/Hib/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007. (bukti 
T.7).-------------------------------------------------------------------------------------
8 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 0309 tanggal 01 Oktober 2001. (bukti 
T.8).----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa 
ibu Penggugat yaitu Kamiyem telah menerima bagian berupa dua bidang tanah yaitu tanah 
pekarangan dan  rumah luas +1.128 m2 dan tanah tegalan luas + 3.120 m2, keduanya 
terletak di Kebonpekel, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupeten Klaten, Tergugat 
telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing ;
1. Saksi Tergugat pertama : Tukinu Harto Mulyono bin Tomijo, umur 60 tahun, agama 
Islam, kerjaan tani, alamat di Kebonpakel RT. 08 RW. 02, Desa Mundu, Kecamatan 
Tulung, Kabupaten Klaten (kakak ipar Tergugat) ;-------------------------
2. Saksi Tergugat kedua : Sis Ariyanto bin Sukadi, umur 50 tahun, agama Islam, kerjaan 
PNS, alamat di Sukorejo RT. 02 RW. 08, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten 
(adik ipar Tergugat) ;------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Tergugat tersebut ada hubungan  
kekerabatan  yang dekat dengan Tergugat, Kuasa Pengugat menyatakan keberatan  bila 
saksi tersebut  dimintai untuk memberi keterangan sebagai saksi, kemudian oleh Majlis 
Hakim kedua saksi tersebut diperintahkan mengundurkan 
diri ;-----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selain bukti surat dan dua orang saksi tersebut, Tergugat juga 
telah mengajukan tiga orang saksi lagi yang telah memberikan keterangan di bawah 
sumpah pada pokoknya sebagai berikut :------------------------------------------------------------
3. Saksi Tergugat ketiga : Sucipto bin Samingan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan 
Staf Notaris Ananto Kumoro, SH, alamat Kauman Kelurahan Tonggalan, Kecamatan 
Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;-----------------------------
- Bahwa saksi diperintahkan Notaris Ananto Kumoro, SH untuk menunjukkan bukti Akta 
Hibah yang asli almh. Sutiyem;------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak tahu proses hibah karena saksi bekerja ditempat Notaris Ananto baru 
satu   tahun lebih.;-------------------------------------------------------------------------------------
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- Bahwa saksi cuma menunjukkan bukti Akta Hibah yang asli, selanjutnya Ketua Majelis 
Hakim mencocokan fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya;-------
4. Saksi Tergugat Keempat : Joko Endarto bin Suwandi Dirjo Gunarto, umur 61 tahun, 
agama Islam, pekerjaan Wirausaha, alamat Pomah RT.03 RW. 01, Desa Pomah, 
Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;--------------------------------------------
- Bahwa saksi dulu sebagai Kepala Desa Mundu dari tahun 1988 s/d 1998 selama kurang 
lebih 10 tahun saksi menjabat Kepala Desa Mundu, kenal dengan Penggugat dan 
Tergugat ;------------------------------------------------------------------------
- Bahwa yang saksi tahu obyek sengketa tersebut adalah harta waris dari Parman 
Karsodikromo.;----------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa  Parman Karsodikromo dan Ngadinah Karsodikromo telah meninggal dunia dan 
meninggalkan warisan tanah pekarangan dan tanah tegalan (obyek sengketa) dan 2 orang 
anak bernama Martodiryo alias Mukinu dan Ny. Karyodimejo alias 
Kamiyem;----------------------------------------------------------------------
- Bahwa Martodiryo alias Mukinu mempunyai seorang anak perempuan bernama Sutiyem, 
sedangkan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem mempunyai seorang anak laki-laki bernama 
Narto Narto Wiratno;-------------------------------------------------------
- Bahwa Sutiyem tidak mempunyai anak kemudian mengangkat anak bernama Andi 
Sugiyanto yang diangkat resmi melalui Notaris.-------------------------------------
- Bahwa yang saksi tahu bahwa obyek sengketa berasal dari harta warisan dari Parman 
Karsodikromo;-----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa kemudian obyek sengketa tersebut diberikan kepada Martodiryo alias Mukinu dan 
selanjutnya diberikan Sutiyem;--------------------------------------------------
- Bahwa oleh Sutiyem obyek sengketa tersebut semua dihibahkan kepada anak angkatnya 
bernama Andi Sugiyanto;-----------------------------------------------------------
5. Saksi Tergugat kelima : Suwardi Naryo Wiyoto bin Dalinu, umur 55 tahun, agama Islam, 
pekerjaan Buruh, alamat Sumberjo, Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten 
Klaten;------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi dulu sebagai tetangga dekat Tergugat dan kenal sejak kecil dahulu tinggal di 
Kebon Pakel Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;-------
- Bahwa yang saksi tahu obyek sengketa tersebut adalah harta warisan dari Parman 
Karsodikromo dan istrinya Ngadinah Karsodikromo dan keduanya sudah meninggal 
dunia;----------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Bahwa keduanya telah meninggalkan warisan (obyek sengketa) yaitu tanah pekarangan 
dan tanah tegalan dan 2 orang anak bernama Martodiryo alias Mukinu dan Ny. 
Karyodimejo alias Kamiyem;------------------------------------------------
- Bahwa kemudian Martodiryo alias Mukinu mempunyai seorang anak perempuan bernama 
Sutiyem, sedang Ny. Karyodimejo alias Kamiyem dikaruniai seorang anak laki-laki 
bernama Narto Narto Wiratno.------------------------------------------------
- Bahwa kemudian Sutiyem tidak dikaruniai anak dan telah mengangkat anak bernama : 
Andi Sugiyanto;-----------------------------------------------------------------------
- Bahwa setahu saksi pengangkatan dilakukan dihadapan Notaris;--------------------
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa tanah tersebut dikuasai Andi Sugiyanto anak angkat 
dari Sutiyem.------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi mendengar bahwa obyek sengketa tanah tersebut karena Hibah. Sutiyem 
menghibahkan semua tanah sengketa tersebut ke Andi Sugiyanto melalui 
Notaris;--------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri hanya mendengar bahwa proses hibah dilakukan pada 
waktu semua ahli waris masih hidup kecuali pewaris pertama yaitu Parman 
Karsodikromo dan Ngadinah Karsodikromo sudah meninggal dunia, pada waktu itu 
semua ahli waris menyetujui.-----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat 
membenarkannya ;--------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan 
mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirmya mohon putusan ;---------------------------
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis 
menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara  persidangan pemeriksaan 
perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara 
keseluruhan ;---------------------------------------------------------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Dalam Eksepsi :
Menimbang, bahwa Majlis Hakim perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang 
pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat  ditolak dengan alasan gugatan 
kabur ;------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Tergugat mendasarkan jawaban dalam eksepsi tersebut hanya 
menyangkut istilah dalam ruang lingkup warisan dan hibah, dan istilah tidak ada ahli waris 
pengganti dalam Pengadilan Agama maka hal yang demikian sudah menyangkut substansi 
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pokok perkara dan bukan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama Klaten maka 
harus ditolak;-------------------------------
Dalam  Pokok Perkara :
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun jawaban 
Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;---------------------------------------------
Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir dipersidangan 
selanjutnya Majlis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara akan tetapi tidak 
berhasil, dekimian juga upaya perdamaian melalui   mediasi Drs. H. Wahid Afani, MSI  
akan tetapi juga tidak berhasil;------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka 
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap 
dipertahankan Penggugat ;-------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terlebih dahulu  perlu dipertim angkan oleh Majlis Hakim 
adalah dalil Penggugat yang memohon agar majlis Hakim menyatakan menurut hukum 
bahwa Penggugat adalah ahli waris Pengganti yang sah dari almh. Ny. Karyodimejo alias 
Kamiyem;------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat ;---------------
Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan  dalil Penggugat aquo  maka dengan 
pertimbangan-pertimbangan berikut akan dapat ditarik suatu kesimpulan, sehingga 
Penggugat sebagai ahli waris Pengganti yang sah dari almh. Ny. Karyodimejo alias 
Kamiyem atau bukan atau dengan kata lain bahwa kedudukan Penggugat sebagai apa 
dalam perkara ini;-----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan yang 
menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah; ------------------------------------------1. 
Tanah pekarangan persil 99 ptk,3 kls,II luas 2335 m2 dengan batas-batas : 
Utara   : Trimo Wiyono
Selatan : Wiryo
Barat  : Sakimin 
Timur  : Wiryosupi. 
2. Tanah Tegalan persil 93a ptk,66 kls.IV luas 5675 m2 dengan batas-batas : 
    Utara   : Sungai, 
    Selatan : Sungai, 
    Barat  : Martodriyo dan Sudiman, 
    Timur : Kartodiryo.
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    Semuanya terletak di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;----
Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat ternyata tanah 
pekarangan dan tanah tegalan yang ditunjukkan oleh para pihak adalah sama sebagaimana 
dalam surat gugatan sehingga batas-batas tanah pekarangan dan tanah tegalan yang 
disengketakan dalam putusan ini adalah sama sebagaimana tersebut dalam berita acara 
pemeriksaan setempat;-----------------------
Menimbang, bahwa  selanjutnya dalil gugatan Penggugat sepanjang menyangkut 
silsilah alm. Parman Karsodikromo diakui oleh Tergugat maka telah menjdai fakta hukum 
tetap, bahwa Parman Karsodikromo sebagai pemilik semula tanah yang disengketakan, 
mempunyai 2 orang anak yaitu Martodiryo alias Mukinu dan Ny. Karyodimejo alias 
Kamiyem, Mukinu mempunyai 1 orang anak bernama Sutiyem dan Ny. Karyodimejo alias 
Kamiyem  mempunyai 1 orang anak yang bernama  Narto Narto Wiratno yaitu 
Penggugat ;---------------------------------------------
Menimbang, bahwa Majlis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan Penggugat 
yang menyatakan bahwa obyek sengketa, tanah pekarangan, SHM No. 38 dan tanah tegalan  
SHM No. 39 yang terletak di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten adalah 
merupakan harta asal dari peninggalan alm. Parman Karsodikromo dan almh. Ngadinah 
Karsodikromo yang masih utuh dan belum dibagi 
waris;-----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil tersebut dengan alasan sebagai 
berikut ;----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa ibu Penggugat telah menerima bagian tanah baik  pekarangan 
maupun tanah tegalan yaitu ;------------------------------------------------------
1 Tanah pekarangan dan rumah luas +1.128 m2 yang terletak di Kebonpakel, 
Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dengan batas-batas : Utara    
: Warno Miarjo
Selatan : Sungai
Timur  :  Kromo Sidul
Barat  : Warno Sumarjo
     2 . Tanah Tegalan + 3.120 m2 letak di Kebonpakel, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, 
Kabupaten Klaten dengan batas-batas : 
           Utara     : Suwarno Sumarjo
           Selatan : Sungai, 
           Timur   : Miarjo, 
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           Barat   : Pur.
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa ibu 
Penggugat telah menerima bagian tanah pekarangan dan rumah luas +1.128 m2 yang 
terletak di Kebonpakel, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dan tanah 
Tegalan + 3.120 m2 letak di Kebonpakel, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten 
Klaten, maka Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing Tukinu Harto 
Mulyono bin Tomijo dan Sis Ariyanto bin Sukadi, kedua saksi bersumpah menurut 
agamanya Islam;--------------------------------
Menimbang, bahwa  selanjutnya atas pertanyaan Majlis Hakim Sdr. Tukinu Harto 
Mulyono bin Tomijo ada hubungan  sebagai kakak ipar Tergugat, demikian juga Sis 
Ariyanto bin Sukadi sebagai adik ipar Tergugat;-----------------------------------
Menimbang, bahwa Majlis Hakim dengan mendasarkan pasal 145 ayat (1) HIR 
kesaksian dua orang saksi tersebut tidak dapat diterima atau harus ditolak ;----
Menimbang, bahwa disamping itu dalil Tergugat tersebut ternyata  tidak jelas 
karena hanya menyebutkan Kamiyem Karyo Dimejo telah mendapatkan bagian tanah, hal 
mana tidak disebutkan berasal dari mana tanah tersebut;---------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat, Penggugat telah 
mengajukan bukti-bukti berupa P.10 dan P.16, bukti mana merupakan akta otentik 
bermaterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai nilai bukti sempurna  dan 
mengikat dan dengan didukung oleh keterangan dua orang saksi,  saksi  mana memberikan 
keterangan  dibawah sumpah sehingga  memenuhi syarat formal  dan material  dan 
keterangan saksi satu sama dengan yang lain bersesuaian, oleh sebab itu telah terbukti  
bahwa tanah pekarangan atas nama ibu (Kamiyem) Penggugat luas + 1128 m2  SHM 106 
(P.10) dari negara dan tanah tegalan atas nama Penggugat luas + 3120 m2 SHM 40 (P.16) 
berasal dari pemberian orang tua Penggugat bernama Tukiman Karyodimejo yang dibeli 
dari Wiro 
Pariyem ;------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk itu Majlis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang 
diajukan Penggugat yaitu P.1 dan P.2 sebagai  bukti Penggugat tentang asal usul tanah 
sengketa dan pernyataan bahwa tanah sengketa masih utuh belum dibagi 
waris;---------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan 
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut  menjelaskan mengenai hibah yang dilakukan oleh 
Martodiryo alias Mukinu dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem terhadap Ny. Sutiyem istri 
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Janto Miharjo  atas tanah pekarangan persil 99 nomor c 80 ptk,3 kls,II luas 2335 m2, 
diterangkan pula dalam akta tersebut bahwa tanah tersebut dari harta peninggalan alm. 
Karsodikromo ;----------------------------------------
Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan 
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut  menerangkan mengenai hibah yang dilakukan oleh 
Martodiryo alias Mukinu dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem terhadap Ny. Sutiyem istri 
Janto Miharjo  atas tanah tegalan  persil 93a, ptk 66 kls.IV luas 5675 m2, diterangkan pula 
dalam akta tersebut bahwa tanah tegalan tersebut peninggalan almarhum 
Karsodikromo  ;---------------------------------------------
Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpendapat dengan mendasarkan bukti P.1 dan 
P.2 yang diajukan oleh Penggugat  bukti mana berupa akta otentik yang mempunyai nilai 
pembuktian yang sempurna  dan mengikat, oleh sebab itu  harus dinyatakan bahwa tanah 
pekarangan SHM no. 38 dahulu persil no. 99 dan tanah tegalan SHM No. 39 persil no. 93a, 
telah dibagi waris dari alm. Parman Karsodikromo  kepada kedua anaknya yaitu 
Martodiryo alias Mukinu dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem yang selanjutnya  kedua 
orang anak Parman Karsodikromo  secara bersama-sama  menghibahkan kepada Sutiyem 
istri Janto Miharjo anak perempuan Martodiryo alias 
Mukinu;--------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil Penggugat sepanjang menyangkut atau 
yang menyatakan harta peninggalan Parman Karsodikromo    masih utuh atau belum dibagi 
waris tidak terbukti, maka harus ditolak ;--------------------------------
Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majlis Hakim  menetapkan bahwa tanah 
pekarangan  SHM 38 dan tanah tegalan SHM 39 terletak di Desa Mundu, Kecamatan 
Tulung, Kabupaten Klaten sebagaimana dalam bukti P.5 dan P.6 adalah tanah milik 
Sutiyem yang berasal dari Parman Karsodikromo    ;----------------------------------------------
Menimbang, bahwa Majlis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan Penggugat 
yang menyatakan bahwa hibah yang berdasarkan akta hibah nomor 1129/Hib/X/2007 
tanggal 28 Oktober 2007 yang dibuat oleh PPAT Ananto Kumoro, SH adalah batal demi 
hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tuntutan tersebut perlu 
dipertimbangkan  terlebih dahulu apakah Tergugat sebagai anak angkat almh. Ny. 
Sutiyem ;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan T.4 berupa fotocopy bermaterai 
cukup sesuai dengan aslinya, hal mana merupakan akta otentik maka mempunyai nilai 
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bukti sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Andi Sugiyanto yaitu 
Tergugat adalah anak angkat  almh. Ny. Sutiyem;--------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 , P.4 dan T.5, T.6, T.7, dan T.8 masing-
masing berupa fotocopy  sesuai aslinya bermaterai cukup, hal mana merupakan akta otentik 
maka mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa 
almh. Ny. Sutiyem telah menghibahkan seluruh tanah pekarangan SHM 38 dan tanah 
tegalan SHM  39 terletak di Kebonpakel, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten 
Klaten kepada anak angkatnya yang bernama Andi Sugiyanto ;----------------------------------
Menimbang bahwa untuk menentukan syarat keabsahan suatu hibah dalam perkara 
aquo maka Majlis Hakim mendasarkan pada ketentuan pasal  210 ayat (1) Kompilasi 
Hukum Islam  yang menyatakan  “bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 
tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 
harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan kedua orang saksi untuk 
dimiliki” ;--------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majlis hakim berpendapat 
bahwa ketentuan batas maksimal hibah atau paling banyak adalah 1/3 (sepertiga) dari 
seluruh harta pemberi hibah dalam hal ini almh. Ny. Sutiyem ;--
Menimbang, bahwa oleh sebab itu perbuatan almh. Ny. Sutiyem menghibahkan 
seluruh tanah pekarangan SHM No. 38 dan tanah tegalan SHM No. 39 kepada Tergugat 
Andi Sugiyanto  adalah bertentangan dengan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum 
Islam ;-------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan demikian hibah tanah SHM No. 38 dan SHM. No. 39 
dari almh. Ny. Sutiyem  terhadap  Tergugat Andi Sugiyanto adalah batal menurut hukum 
atau dapat dibatalkan;-----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majlis Hakim menetapkan 
bahwa Tergugat Andi Sugiyanto berhak mendapatkan 1/3 dari tanah pekarangan SHM No. 
38 dan 1/3 dari tanah tegal SHM No. 39 ;--------------------------
Menimbang, bahwa perlu dipertimbangan sisa 1/3 dari tanah pekarangan SHM No. 
38 dan tanah tegalan SHM No. 39 yang telah menjadi hak Tergugat Andi Sugiyanto itu 
kemudian siapa yang berhak atau menjadi hak siapa?;-------------------
Menimbang, bahwa pembagian   dan penyelesaian harta warisan itu harus tuntas 
dan menyeluruh, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan tentang ahli waris maupun  harta 
warisan aquo;-----------------------------------------------------------------------
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Menimbang, bahwa Majlis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan Penggugat 
yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris pengganti  yang sah dari almh. Karyo 
Dimejo alias Kamiyem ;--------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalil Penggugat ini telah dibantah oleh Tergugat, maka 
Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;---------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh 
Penggugat masing-masing bernama Warno Miharjo bin Kromo Arjo dan H. Supardi Purwo 
Utomo bin Sukarno Manto Pawiro, saksi P.1 dan P.2 Penggugat tidak mempunyai 
hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan telah bersumpah 
maka telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam perundang-
undangan  ;--------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 dan 23, Penggugat 
menerangkan bahwa Penggugat Narto Narto Wiratmo adalah anak kandung almh.Ny. 
Karyo Dimejo alias Kamiyem menerangkan pula bahwa almh. Ny. Karyo Dimejo alias 
Kamiyem mempunyai saudara satu laki-laki bernama Martodiryo alias Mukinu, 
menerangkan pula saksi bahwa Martodiryo alias Mukinu mempunyai anak satu bernama 
Sutiyem ;------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa  saksi-saksi telah memenuhi syarat formal dan materiil lagi 
pula keterangan saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi 
Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;-------------------
 Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majlis Hakim menilai telah cukup bukti bahwa 
Penggugat adalah saudara sepupu almh. Ny. Sutiyem dan keponakan dari alm. Martodiryo 
alias Mukinu;---------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa namun demikian Majlis Hakim tidak sependapat dengan 
Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almh. Ny. Karyo 
Dimejo alias Kamiyem dengan pertimbangan bahwa almh. Ny. Karyo Dimejo alias 
Kamiyem bersama sama alm. Martodiryo al. Mukinu  telah menghibahkan tanah 
pekarangan SHM 38 dan tanah tegalan SHM 39 kepada Ny. Sutiyem sebagaimana telah 
dipertimbangkan sebelum pertimbangan ini;--------------
Menimbang, bahwa    Majlis hakim perlu mempertimbangkan kedudukan 
Penggugat dalam perkara Aquo;-------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa  Penggugat adalah anak bibi dari Ny. Sutiyem, halmana Ny. 
Sutiyem  telah menerima harta warisan yang berasal dari Parman Karsodikromo dengan 
melalui  hibah dari ayahnya yaitu Martodiryo alias Mukinu  dan Ny. Karyo Dimejo alias 
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Kamiyem, maka kedudukan Penggugat dengan Ny. Sutiyem bukan sebagai Dzawil Furudz 
maupun Ashobah akan tetapi mempunyai hubungan  kekerabatan yang sangat dekat 
(Dzawil Arham) dengan Ny. Sutiyem ;--
Menimbang, bahwa yang termasuk Dzawil Arham antara lain adalah bibi atau anak 
bibi dari pewaris aquo almh. NY. Sutiyem, dalam hal ini Penggugat Narto Narto 
Wiratno ;----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Majlis Hakim mendasarkan ketentuan ini sebagaimana 
pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqhussunah (terjemahan)  jilid 5 halaman 630 dan 
631 ;--------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka harta  warisan dari Ny. Sutiyem 
harus dibagi kepada Tergugat Andi Sugiyanto selaku anak angkat mendapatkan 1/3 
sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan kepada Penggugat Narto Narto Wiratno 
sebagai Dzawil Arham dari almh. Ny Sutiyem dengan mendapat bagian 2/3 atau sisa dari 
1/3 dari harta peninggalan almh. Ny Sutiyem yaitu  tanah SHM 38 berupa tanah 
pekarangan di Kebonpakel, Desa Pogung, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dan tanah 
SHM 39 berupa tanah tegalan yang terletak di Kebonpakel, Desa Pogung, Kecamatan 
Tulung, Kabupaten 
Klaten;-------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR maka  biaya perkara ini dibebankan 
kepada Tergugat ;--------------------------------------------------------------------
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;--------------------------------------------------
M E N G A D I L I
Dalam Eksepsi :
Menolak Eksepsi Tergugat;--------------------------------------------------------------------------
Dalam pokok Perkara :
1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----------------------------------------------
2 Menyatakan menurut hukum bahwa almh. Ny. Sutiyem adalah Pewaris Aquo;---
3 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Andi Sugiyanto adalah anak angkat 
almh. NY. Sutiyem ;--------------------------------------------------------------------
4 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Narto Narto Wiratno adalah Dzawil 
Arham dari almh.  Ny. Sutiyem ;-----------------------------------------------------
5 Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa Aquo adalah ;------------------
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a Tanah pekarangan terletak di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten 
SHM No. 38 luas  2335 m2   dengan batas-batas :----------------------
• Utara : Trimo Wiyono
• Selatan :  Wiryo
• Barat : Sakimin
• Timur : Wiryosupi
b Tanah tegalan terletak di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten 
SHM No. 39 luas  5675 m2    dengan batas-batas :----------------------
• Utara :  Sungai
• Selatan :  Sungai
• Barat : Martodiryo dan Sudiman
• Timur :  Kartodiryo
6 Membatalkan hibah  tanah pekarangan SHM 38 dan tanah tegalan SHM 39 
berdasarkan akta hibah Nomor : 1129/Hib/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 yang 
dibuat oleh PPAT Ananto Kumoro, SH;---------------------------------------------
7 Menetapkan 
bahwa;--------------------------------------------------------------------------------
a Tergugat Andi Sugiyanto mendapatkan 1/3 bagian dari harta peninggalan almh. 
Ny. Sutiyem sebagaimana angka 5 amar diatas  ;--------------------------
b Penggugat Narto Narto Wiratno mendapatkan 2/3 bagian dari harta peninggalan 
alm. Ny. Sutiyem sebagaimana angka 5 (lima) amar diatas ;---
8 Menghukum Tergugat Andi Sugiyanto untuk menyerahkan 2/3 dari tanah 
pekarangan SHM No. 38 luas 2335 m2  dan  tanah tegalan SHM No. 39 luas 5675 
m2  kepada Penggugat Narto Narto Wiratno;--------------------------------------
9 Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya ;-----------------------------------------
10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga 
kini sebesar Rp.2.301.000,- (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah);---------
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 
Agama Klaten pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 
Ramadan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamdani, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. 
Choirul Anwar, SH. MH. dan H. Muh Dalhar Asnawi, SH masing-masing sebagai 
Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka 
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untuk umum dengan didampingi Uswatun Chasanah, SH sebagai Panitera Pengganti serta 
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;--------------------------------------------
Ketua Majelis
ttd
Drs. H. Hamdani, SH.
Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. H. Choirul Anwar, SH. MH. H. Muh Dalhar Asnawi, SH
Panitera Pengganti,
ttd
Uswatun Chasanah, SH
Rincian Biaya Perkara : 
1. Biaya pendaftaran : Rp.      30.000,-
2. Biaya  Administrasi
 Penyelesaian Perkara 
: Rp.      50.000,-
3. Biaya panggilan 
4. Decente
:
: 
Rp.    360.000,-
Rp. 1.850.000,-
5. Redaksi putusan : Rp.        5.000,-
6. Meterai : Rp.        6.000,-
___________________
Jumlah : Rp.2.301.000,- (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah);
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Klaten 
MOHAMAD DARDIRI, SH, MH
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